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AFRIANA A.LERY. E111 12 272. Sistem Kekerabatan dalam 
Penentuan Pilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati pada PILKADA 
2015 di Kabupaten Majene. Dibawah bimbingan Prof. Dr. Armin Arsyad, 
M.Si sebagai Pembimbing I dan A. Ali Armunanto, S.IP., M.Si sebagai 
Pembimbing II. 
Pemilihan Kepala Daerah merupakan peristiwa politik lokal sebagai salah 
satu wujud dari Demokrasi. Perilaku memilih tokoh masyarakat dan 
keterlibatannya pada pilkada memberikan kesan bahwa pilihan rasional 
masyarakat dalam pemimpinnya cenderung dikesampingkan. Mereka 
yang pada saat mencoblos, meski memilih secara sadar pilihannya, akan 
tetapi masih didasarkan pada pertimbangan yang bersifat subjective 
emotional, memilih hanya karena masih adanya ikatan kekeluargaan, 
kekerabatan, persahabatan, dan dianggap sebagai tetuah di wilayahnya. 
Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan dan menganalisis sistem 
kekerabatan dalam penentuan pilihan calon Bupati dan Wakil Bupati pada 
pilkada di Kabupaten Majene serta untuk mengetahui soliditas yang 
terdapat di keluarga besar pasangan pemenang dalam pilkada di 
Kabupaten Majene.  
Peneliti menggunakan teori perilaku memilih, teori political kinship dan 
teori Soliditas untuk menggambarkan sistem kekerabatan dalam 
penentuan pilihan pada pilkada 2015 di Kabupaten majene. Dalam 
penelitian ini, metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif 
dengan tipe deskriptif dan dasar penelitian studi kasus.   
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sistem kekerabatan di Mandar 
sangat berpengaruh dalam penentuan pilihan calon Bupati dan Wakil 
Bupati pada Pilkada 2015 di Kabupaten Majene. Sistem kekerabatan di 
Mandar berdasarkan pelapisan sosial ada 3 golongan, yaitu golongan 
Bangsawan yang terdiri dari golongan Bangsawan raja (Daeng) dan 
bangsawan adat (Puang), golongan to Maradeka (orang biasa), dan 
golongan Batua (Budak) dari tiga strata pelapisan sosial tersebut yang 
paling berpengaruh dan juga menduduki posisi terhormat dalam 
masyarakat adalah golongan bangsawan. Selain itu preferensi 
masyarakat pemilih ternyata masih didasarkan pada faktor primordialisme 
atau faktor kekerabatan. Faktor lain yang lebih berpengaruh adalah 
kuatnya soliditas kedua kandidat tersebut. Soliditas keluarga Fahmi yang 
sangat erat. Ditambah lagi soliditas keluarga Lukman yang setia 
mendukung. Dengan soliditas itu, pasangan Fahmi-Lukman berhasil 
memenangkan Pilkada 2015 di Kabupaten Majene. 
 





AFRIANA A.LERY. E111 12 272. Kinship System in Determining the 
Choice of Candidates Regent and Vice Regent at the Local Elections 
2015 in Majene Regency. Under the guidance of Prof. Dr. Armin Arsyad, 
M.Si as Supervisor I and     A. Ali Armunanto, S.IP., M.Si as Supervisor 
II. 
Election of Regional Head is a local political event as a manifestation of a 
democracy. Voting behavior and involvement of community leaders in 
local elections giving the impression that rational choices of comunity in 
leaders tend to be excluded. They were at the time of voting, although 
choosing be consciously , but still based on the nature of subjective 
emotional considerations, choose only because there are still of family 
ties, a kinship, friendship, and considered as tetuah in its territory. This 
research aimed to describe and analyze the kinship system in the 
determination of choice of candidates Regent and Vice Regent in the 
elections in Majene Regency and to know the solidity contained in a large 
family of the winning pair in the elections in Majene Regency. 
Researchers used the theory of voting behavior, theory Political kinship , 
and theory of Solidity to describe the kinship system in determination 
selection in 2015 regional election in Majene regency. In this research, 
research methods used is qualitative method and descriptive with case 
studies. 
The results of this study indicate that the kinship system in Mandar very 
influential in determining the choice of candidates Regent and Vice Regent 
in the elections in 2015 in Majene. The kinship system in Mandar based 
social stratification there are three categories, namely class Duke 
consisting of groups Nobility king (Daeng) and nobility adat (Puang), class 
to Maradeka (ordinary people), and the group Batua (Slaves) on three 
strata of social stratification such the most influential and also occupy a 
respectable position in society is aristocratic. Preference voting public that 
it is still based on a primordial factor or factors of kinship. Other factors are 
more influential is the strong solidarity between two candidates. The strong 
solidity of Fahmi’s family plus solidity Lukman’s Family that faithful to 
supports. With the solidity, the pair Fahmi-Lukman managed to win the the 
elections in 2015 in Majene Regency. 
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A. Latar Belakang 
Demokrasi sebagai suatu proses yang telah meniscayakan 
semangat persamaan dan kebersamaan demi tercapainya kebaikan 
dalam berpolitik. Kehidupan politik yang merupakan bagian dari 
keseharian dalam interaksi antar warga negara dengan pemerintah, dan 
institusi-institusi di luar pemerintah (non-formal), telah menghasilkan dan 
membentuk variasi pendapat, pandangan dan pengetahuan tentang 
praktik-praktik perilaku politik dalam semua sistem politik. Setiap warga 
negara, dalam kesehariannya hampir selalu bersentuhan dengan aspek-
aspek politik praktis baik yang bersimbol maupun tidak. Dalam proses 
pelaksanaannya dapat terjadi secara langsung yakni sebatas mendengar 
informasi, atau berita-berita tentang peristiwa politik yang terjadi maupun 
tidak langsung yaitu masyarakat terlibat dalam peristiwa politik tertentu, 
misalnya dalam hal memberikan suara pada pemilihan umum. 
Pemilu merupakan saluran formal bagi rakyat untuk berpartisipasi 
didalam sistem demokrasi. Pemilihan umum juga menunjukkan seberapa 
besar partisipasi politik masyarakat, terutama dinegara berkembang 
seperti Indonesia. Sebuah instrument yang diperlukan bagi partisipasi 
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adalah sistem pemilu. Pemilu merupakan wadah dimana rakyat dapat 
mempertajam kesadaran politiknya, dan dengan demikian dapat 
menentukan pilihan politiknya berdasarkan aspirasi dan kesadarannya 
sendiri. Jika sistem pemilu tidak memperbolehkan warga negara untuk 
menyatakan pilihan-pilihan dan preferensi politik mereka, maka pemilu 
bisa menjadi kegiatan yang hampir tidak bermakna. 
Setelah sukses bangsa Indonesia menyelenggarakan pemilu 2004 
secara langsung, maka disusul dengan pemilihan ditingkat lokal, yakni 
pemilihan kepala daerah (Pilkada) secara langsung. Hadirnya Pilkada 
sebagai respon atas keinginan masyarakat lokal, yang kemudian direspon 
kembali oleh pemerintah melalui kebijakan.1 
Kebijakan penyelenggaraan perpolitikan di Indonesia setidaknya 
memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk menikmati sebuah 
demokrasi pada tingkat lokal yang disebut Pilkada. Pilkada langsung 
merupakan arus balik politik lokal atau sering disebut pergeseran dari 
sistem elite vote ke popular vote. Pemilihan kepala daerah secara 
langsung tidak hanya merupakan format baru dalam kancah politik 
nasional, melainkan merupakan arus politik demokrasi pada arus lokal. 
Pada tahun 2015 terjadi perubahan metode pelaksanaan untuk pemilihan 
umum kepala daerah (pilkada). Hal yang menarik pada pilkada pada 
tahun ini dilaksanakan serentak di seluruh tanah air.   
                                                        
1 Skripsi-ku.com > tag > tokoh-masyarakat. Diakses pada tanggal 12 Desember 2015 
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Pemilihan kepala daerah secara serentak dilaksanakan pada tanggal 
9 Desember 2015 di 9 provinsi dan 260 Kabupaten/Kota2. Salah satu 
provinsi yang ikut serta pada Pilkada serentak tahun 2015 adalah Provinsi 
Sulawesi Barat. Berdasarkan data, Pilkada Sulawesi Barat 2015 diikuti 
oleh empat Kabupaten/Kota salah satu diantaranya adalah Kabupaten 
Majene. 
Di kabupaten Majene, ada 3 kandidat yang bertarung dalam pemilihan 
Bupati dan Wakil Bupati. Rekapitulasi hasil perhitungan suara menyatakan 
bahwa 44,2% suara didapatkan oleh pasangan Fahmi-Lukman, diikuti 
Rizal-Mulyadi dengan 32,006 %, dan yang terakhir pasangan Arifin-Irfan 
dengan 23,17%3. Persentase tersebut menunjukkan besarnya dukungan 
yang didapatkan oleh pasangan Fahmi-Lukman dalam proses pilkada 
2015 di Kabupaten Majene. Keberhasilan pasangan itu tidak terlepas dari 
peran tim pendukung baik tim dari koalisi maupun dari tim keluarga 
pasangan itu.  
Pilkada Bupati dan wakil Bupati di Kabupaten Majene menarik untuk 
dicermati karena eksistensi tokoh masyarakat sebagai bagian yang tak 
terpisahkan dari masyarakat juga merupakan bagian dari partisipasi 
politik, ternyata dapat memberikan kembali ruang-ruang etnisitas untuk 
tumbuh subur di masyarakat. 
                                                        
2 http://informasipedia.com/pemerintahan/pemilihan-kepala-daerah. diakses pada tanggal 12 
Desember 2015 
3 Data diperoleh dari Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majene 
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Pilkada dapat memberi ruang bagi tokoh-tokoh masyarakat lokal 
untuk mengaktualkan setiap gagasan ataupun kepentingan politik untuk 
kebaikan masyarakatnya. Karena tokoh masyarakat mempunyai 
kedekatan emosional dengan masyarakat, maka untuk mengakomodir 
berbagai gagasan-gagasan demi kepentingan masyarakat, tokoh 
masyarakat diharapkan mampu menyambut kebijakan desentralisasi 
tersebut. Keberadaan tokoh masyarakat seperti yang ada di Kabupaten 
Majene, cenderung masih terikat oleh nilai-nilai lama yakni tradisi dan 
ikatan budayanya. Kekuatan tokoh masih bertumpu pada ikatan 
primordial, khususnya ikatan keluarga dan kesukuan. 
Melihat lebih seksama kontestasi politik lokal dalam Pilkada di 
Kabupaten Majene, selain kualitas serta rekam jejak pemimpin selama ini, 
ikatan etnisitas dan kekerabatan masih sangat kental. Faktor semacam ini 
secara langsung memberi celah bagi peranan patron sebagai pengarah 
opini publik yang potensial di ranah politik. 
Perilaku memilih tokoh masyarakat dan keterlibatannya pada 
pilkada di Kabupaten Majene memberikan kesan bahwa pilihan rasional 
masyarakat dalam memilih pemimpinnya cenderung dikesampingkan. 
Mereka yang pada saat mencoblos, meski memilih secara sadar 
pilihannya, akan tetapi masih didasarkan pada pertimbangan yang bersifat 
subjective emotional, memilih hanya karena masih adanya ikatan 
kekeluargaan, kekerabatan, persahabatan, dan sebagainya. 
5 
 
Dalam lingkungan politik dan sistem politik, keluarga atau kerabat 
merupakan entitas yang saling melekat dan menyatu. Mereka dituntut 
saling mendukung dan menopang guna mempertahankan struktur dan 
menjaga tradisi politik kekerabatan yang dianut bersama. Tradisi politik ini 
diperlukan guna memelihara keteraturan sosial dan mengelola hubungan 
dilingkungan komunitas politik bersangkutan. Tradisi politik kekerabatan  
dijadikan mekanisme alamiah yang efektif guna mengontrol sumber daya 
politik agar tidak jatuh kepihak yang salah. 
Survey yang dilakukan oleh serum institusi menunjukkan di daerah 
Kabupaten Majene, 78,3 % responden mencari informasi untuk 
menentukan pilihan politiknya melalui jaringan keluarga atau kerabat. 
Respoden juga mengaku lebih banyak dipengaruhi oleh keluarga dan 
kerabat dalam menentukan pilihan politiknya seperti pada pelaksanaan 
pemilihan umum.  
Untuk menjaga kepentingan strategi, mereka tidak mungkin 
menyerahkan kepada orang lain, kecuali kepada kerabat sendiri. Dengan 
kata lain, elite politik lebih menaruh kepercayaan kepada orang yang 
terikat hubungan darah dan memiliki hubungan budaya serta sosial. 
Kepercayaan berkaitan dengan kesediaan untuk menyerahkan mandat 
atau kewenangan kepada pihak yang layak dipercaya atas pertimbangan 
keamanan. Loyalitas merujuk pada kesetiaan dalam memberi dukungan 
penuh kepada pihak yang memberi mandat dan kewenangan itu. 
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Solidaritas mencangkup sikap kesetiakawanan dalam memelihara spirit 
kelompok agar tetap utuh, solid, dan tak tergoyahkan. 
Hal tersebut diatas disebabkan karena faktor etnisitas, ataupun 
kekerabatan yang masih amat kental pada perilaku memilih tokoh 
masyarakat, sehingga keberadaan tokoh masyarakat dengan model 
perilaku memilih tersebut, dapat menghambat proses demokratisasi. 
Sehingga, jika hal tersebut diarahkan untuk kepentingan politik kekuasaan 
tertentu, maka hal tersebut menjadi kekuatan politik yang besar. 
Berangkat dari fakta objektif yang diuraikan diatas, yang 
mengindikasikan bahwa perilaku memilih Bupati dan Wakil Bupati di 
Kabupaten Majene masih tergolong kedalam primordialisme, maka  
penulis tertarik mengangkat studi dengan judul “Sistem Kekerabatan 
dalam Penentuan Pilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati pada Pilkada 
2015 di Kabupaten Majene”. 
B. RUMUSAN MASALAH 
Sebagai pedoman dan pembahasan selanjutnya serta untuk 
menghindari pembahasan yang terlalu luas maka permasalahan dalam 
penelitian ini dirumuskan sebagai beriku  : 
1. Bagaimana pengaruh sistem kekerabatan pada pemilih dalam 




2. Bagaimana soliditas keluarga besar pasangan Fahmi-Lukman 
dalam pilkada di Kabupaten Majene tahun 2015? 
C. TUJUAN dan MANFAAT 
Penelitian ini dimaksudkan untuk mendapatkan gambaran tentang 
sistem kekerabatan yang mempengaruhi pilihan pemilih di Kabupaten 
Majene. Adapun tujuan dan kegunaan penelitian tersebut yaitu: 
1. Tujuan Penelitian 
a. Untuk menggambarkan dan menganalisis sistem kekerabatan 
dalam penentuan pilihan calon Bupati dan Wakil Bupati pada 
pilkada di Kabupaten Majene. 
b. Untuk menggambarkan dan menganalisis soliditas keluarga 
besar pasangan Fahmi-Lukman dalam pilkada di Kabupaten 
Majene. 
2. Manfaat Penelitian 
Manfaat yang diharapkan dari hasil penelitian ini adalah : 
Jika tujuan penelitian tersebut dapat dicapai, maka penelitian ini 
diharapkan dapat bermanfaat bagi pengembangan pemikiran, baik 
secara teoritis maupun praktis, dalam proses penentuan pilihan 
dalam pemilu. 
a. Manfaat teoritis 
a) Manfaat penelitian ini sebagai bahan masukan terhadap 
pengembangan ilmu pengetahuan khususnya ilmu politik. 
Dalam artian tujuan penelitian ini dapat memmberikan manfaat 
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sebagai karya imiah bagi yang ingin mengkaji studi tentang 
proses dalam pemilihan umum 
b) Merangsang munculnya penelitian baru dalam bidang ini, 
sehingga studi ilmu politik dapat selalu menyesuaikan diri 
dengan perkembangan dan kegunaan ilmu pengetahuan. 
c) Dalam wilayah akademis, memperkaya khasanah kajian ilmu 
politik untuk perkembangan ilmu pengetahuan. 
b. Manfaat praktis 
a) Memberikan bahan rujukan kepada masyarakat yang berminat 
dalam memahami realitas ilmu politik utamanya dalam proses 
pemilihan umum kepala daerah (Pilkada) 
b) Memberikan informasi kepada khalayak terhadap kelayakan 
suatu daerah dalam melakukan suatu pembentukan daerah 
otonomi baru atau pemekaran daerah. 











 Pada bagian ini akan dijelaskan beberapa konsep yang relevan 
dengan judul atau rumusan masalah yang akan diteliti. Peneliti mencoba 
menjadikan konsep tersebut sebagai alat analisis tentang sistem 
kekerabatan dalam penentuan pilihan calon Bupati dan wakil bupati pada 
pilkada di Kabupaten Majene, untuk lebih memperjelas maka penulis 
menggunakan konsep Sosialisasi politik, Kekerabatan, Perilaku Memilih, 
dan Pilkada (Pemilihan Kepala Daerah). Aspek tersebut akan diuraikan 
sebagai berikut: 
 
A. SOSIALISASI POLITIK 
Sosialisasi politik merupakan suatu proses bagaimana 
memperkenalkan sistem politik pada seseorang, dan bagaimana orang 
tersebut menentukan tanggapan serta reaksi-reaksinya terhadap gejala-
gejala politik. Sosialisasi politik ditentukan oleh lingkungan sosial, 
ekonomi, dan kebudayaan di mana individu berada. Selain itu, juga 
ditentukan interaksi pengalaman-pengalaman serta kepribadiannya. 
Sosialisasi secara fundamental merupakan proses hasil belajar dari 
pengalaman. Sosialisasi juga memberikan indikasi umum hasil belajar 
tingkah laku individu dalam batas-batas yang luas. Lebih khusus lagi 
berkenaan dengan pengetahuan atau informasi, motif-motif (nilai-nilai) dan 
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sikap-sikap. Sosialisasi tidak perlu dibatasi sampai pada usia kanak-kanak 
dan masa remaja saja (sekalipun pada usia tersebut merupakan periode-
periode yang paling penting dan berarti), tetapi sosialisasi itu tetap 
berlanjut sepanjang kehidupan. 
Prof. Miriam Budiardjo mengartikan sosialisasi politik sebagai: 
“suatu proses yang melaluinya seseorang memperoleh sikap dan 
orientasi terhadap fenomena politik, yang paling umumnya berlaku 
dalam masyarakat di mana ia berada. Ia adalah bagian dari proses 
yang menentukan sikap seseorang, misalnya mengenai nasionalisme, 
kelas social, suku bangsa, ideologi, hak dan kewajiban”4 
 
Sehubungan pengertian tersebut, sosialisasi itu menunjukkan pada 
proses pembentukan sikap-sikap dan pola tingkah laku sekaligus menjadi 
suatu sarana untuk mentransmisikan suatu kebudayaan dari suatu 
generasi ke generasi berikutnya. Dalam proses sosialisasi ini membawa 
seseorang dari keadaan yang belum tahu, tersosialisasi secara berangsur-
angsur mengenal masyarakat dengan segala persyaratan dan tuntutan 
yang berlaku. Dengan sosialisasi membuka seseorang menjadi tahu 
bagaimana seharusnya ia bertingkah laku ditengah-tengah masyarakat 
dari budayanya. 
Sanafi Faisal menyatakan bahwa : 
“Proses sosialisasi yang membuat seseorang menjadi  tahu 
bagaimana ia mesti bertingkah laku di tengah-tengah masyarakat dan 
lingkunngan budayanya, proses sosialisasi membawa seseorang dari 
keadaan yang tidak tahu atau belum tersosialisir menjadi manusia 
masyarakat yang beradab. Melalui sosialisasi, seseorang secara 
berangsur-angsur mengenal persyaratan-persyaratan dan tuntutan-
tuntutan hidup dilingkungan budayanya. Dari proses tersebut 
                                                        
4 Miriam Budiardjo. Dasar-dasar Ilmu Politik 
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seseorang akan lebih terwarnai cara berfikir dan kebiasaan hidupnya. 
Karena demikian halnya, maka kebanyakan tingkah laku seseorang 
menjadi dapat diramalkan”.5 
 
Dapatlah dikatakan bahwa proses transmisi kebudayaan yang dialami 
seseorang itu disesuaikan dengan proses sosialisasi yang didapatkan 
secara langsung dari lingkungan tempat dimana ia berada. Hal ini sejalan 
dengan apa yang diutarakan oleh Sanafi Faisal bahwa sosialisasi adalah 
proses belajar individu untuk menyerap nilai-nilai sesuai dengan standar 
yang terdapat dalam kebudayaan masyarakatnya.6 
Membahas proses sosialisasi politik menurut Gabriel A. Almond, ada 
dua hal yang harus diperhatikan mengenai proses sosialisasi politik, yaitu: 
pertama, sosialisasi itu berjalan terus menerus selama hidup seseorang. 
Sikap-sikap yang terbentuk selama masa kanak-kanak selalu disesuaikan 
atau diperkuat sementara ia menjalani berbagai pengalaman sosial. 
Pengaruh keluarga atau kerabat selama masa kanak-kanak, misalnya 
mungkin menciptakan gambaran yang bagus mengenai suatu parpol 
tertentu dalam pemikiran seseorang, tetapi pendidikan sekolah, 
pengalaman bekerja dan pengaruh pergaulan mungkin saja merubah 
gambaran itu dengan dramatis. 
Kedua, sosialisasi politik dapat berwujud transmisi dan pengajaran 
yang langsung maupun tidak langsung. Sosialisasi bersifat langsung atau 
melibatkan komunikasi informasi, nilai-nilai atau perasaan mengenai politik 
                                                        
5 Sanapiah Faisal, Sosiologi pendidikan, Usaha Nasional, Surabaya,Tanpa Tahun, hal 299 
6Sanapiah Faisal, Sosiologi Pendidikan, Usaha Nasional, Surabaya, Tanpa Tahun, hal. 30 
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secara eksplisit sedangkan sosialisasi politik tidak langsung terutama 
sangat kuat berlangsung di masa kanak-kanak sejalan dengan 
berkembangnya sikap penurut atau sikap pembangkang terhadap 
orangtua, guru, teman, yaitu sikap-sikap yang cenderung mempengaruhi 
sikapnya di masa dewasa terhadap pemimpin-pemimpin politiknya dan 
terhadap sesama warganegara. 
Dewasa ini, selain sosialisasi politik ada pendidikan politik, kedua 
istilah tersebut mengacu ke arah yang sama. Proses transmisi 
kebudayaan pada pendidikan politik bersifat langsung, terbuka dan terlatih 
untuk mewujudkan secara politik. Untuk dapat mewariskan nilai-nilai 
politik, maka diperlukan adanya agen untuk mewujudkannya. Agen yang 
paling banyak dijumpai oleh individu adalah keluarga atau kerabat. 
Keluarga merupakan sarana bagi sosialisasi politik yang sangat strategis 
terutama  dalam hal pembentukan sikap sosial yang berpengaruh pada 
orientasi politiknya seperti halnya dalam pemberian suara dalam proses 
pilkada. 
Keluarga merupakan lembaga pertama yang dijumpai oleh individu. 
Keluarga juga merupakan sarana bagi sosialisasi politik yang sangat 
strategis terutama untuk pembentukan kepribadian dasar serta sikap 
sosial anak. Sosialisasi politik yang didapatkan oleh anak melalui keluarga 
akan menciptakan perilaku memilih individu dalam kehidupan masyarakat, 
seperti pada orientasi politik dalam penentuan pilihan individu terhadap 




Sistem kekerabatan merupakan bagian yang sangat penting dalam 
struktur sosial. Kekerabatan adalah unit-unit sosial yang terdiri dari 
beberapa keluarga yang memiliki hubungan darah atau hubungan 
perkawinan maupun hubungan sosial. Struktur-struktur kekerabatan 
mencakup kekeluargaan dan bentuk kelompok yang merupakan 
perluasan keluarga seperti suku atau klen. Kekerabatan adalah lembaga 
yang bersifat umum dalam masyarakat dan memainkan peranan penting 
pada aturan tingkah laku dan susunan kelompok. Ia adalah bentuk dan 
alat hubungan sosial. Unsur-unsurnya adalah keturunan, perkawinan, hak 
dan kewajiban serta istilah-istilah kekerabatan.  
Secara keseluruhan unsur-unsur ini merupakan satu sistem dan 
dapat dilihat sebagai pola tingkah laku dan sikap para anggota 
masyarakat. Setiap masyarakat mengenal hubungan sosial, baik karena 
keturunan darah, akibat perkawinan, maupun karena wasiat. Jaringan-
jaringan hubungan sosial ini merupakan sebagian dari struktur sosial 
masyarakat baik sederhana maupun kompleks. 
Sistem kekerabatan dan perkawinan memainkan peranan penting 
dalam memelihara ikatan kelompok dan solidaritas. Sebagai suatu sistem, 
kekerabatan mempunyai kategori-kategori sosial yang berkaitan dengan 
hak dan kewajiban para anggotanya. Sistem kekerabatan merupakan 
bagian yang sangat penting dalam struktur sosial. Setiap suku di 
Indonesia memiliki sistem kekerabatan yang berbeda-beda. Meyer Fortes 
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mengemukakan bahwa sistem kekerabatan suatu masyarakat dapat 
dipergunakan untuk menggambarkan struktur sosial dari masyarakat yang 
bersangkutan. 
Sistem kekerabatan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah 
termasuk keturunan dan pernikahan baik melalui hubungan darah atau 
dengan melalui hubungan status perkawinan, hubungan budaya, 
lingkungan sosial, dsb yang memiliki dan menggunakan hak pilihnya pada 
pemilihan kepala daerah (Bupati dan Wakil Bupati) tahun 2015. Seperti 
pada teori “Political Kinship” yaitu kekerabatan dalam politik atau keluarga 
dimana penulis menitikberatkan kajian atau gagasannya bukan kepada 
garis genealogis atau garis hubungan darah seperti yang kita kenal. 
Misalnya konsep keluarga adalah ayah, ibu dan anak karena hubungan 
sedarah yang ditularkan. Seperti yang dikemukakan oleh Scheneider yang 
mengatakan bahwa  ada makna dan peran yang penekanannya tidak 
mesti dilihat secara geneologis atau sedarah dan lebih menitikberatkan 
kepada simbol si anak dan peran dalam keluarga.7 Dan untuk melihat 
soliditas yang terjadi dalam hubungan kekerabatan tersebut, maka peneliti 
juga menggunakan teori soliditas” Emile Durkheim. Dalam teori tersebut 
menyebutkan bahwa,”soliditas menunjukkan pada suatu keadaan 
hubungan antara individu dan/atau kelompok yang didasarkan pada 
                                                        
7 David Scneider. America Kinship. 1918. E-Book. Diakses pada tanggal 12 Desember 2015 
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persaan moral dan kepercayaan yang dianut bersama yang diperkuat oleh 
pengalaman emosional bersama8. 
Pengaruh kehidupan baik yang langsung maupun tidak langsung 
merupakan struktur sosialisasi pertama yang dialami seseorang, karena 
sosialisasi keluarga sangatlah kuat dan kekal. Dalam forum pengambilan 
keputusan keluarga, seorang anak akan mulai belajar dalam proses 
partisipasi. Anak akan mencermati bagaimana metode pengambilan 
keputusan yang diambil oleh kepala keluarga. Apabila kepala keluarga 
yang bersifat otoriter, akan timbul kecenderungan si anak menjadi individu 
yang “keras kepala”, tidak mudah berinteraksi dengan lingkungannya, 
sangat tergantung dengan orang lain. 
Demikian juga jika suasana demokratis sudah dipraktikkan dalam 
keseharian kehidupan keluarga, maka ada kecenderungan anak menjadi 
sosok yang toleran dengan perbedaan dan menyukai tantangan-
tantangan hidupnya. Keluarga juga membentuk sikap-sikap politik masa 
depan dengan menempatkan individu dalam dunia kemasyarakatan luas. 
Peranan kerabat atau keluarga sebagai agen sosialisasi politik 
dimungkinkan oleh adanya tiga fungsi yang melekat pada keluarga, yaitu: 
 Fungsi pertama : keluarga merupakan tempat lahirnya anak-
anak penerus kelangsungan biologik 
                                                        
8 https://sasianagilar.wordpress.com/. Diakses pada tanggal 26 Maret 2016 
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 Fungsi kedua : didalam keluarga berlangsung hubungan sosial 
yang penuh keakraban dan kemesraan (hubungan afeksi). 
 Fungsi ketiga : didalam keluarga terjadi proses transformasi 
nilai-nilai yang menjadi sarana seorang individu untuk brtingkah 
laku, sikap, keyakinan, cita-cita dan nilai-nilai dalam 
masyarakat untuk perkembangan pribadinya. Fungsi ketiga ini 
disebut sebagai fungsi sosialisasi. 
Adapun hasil dari proses sosialisasi yang berlangsung dalam 
keluarga akan melahirkan orientasi politik yang berupa pengetahuan 
politik, sikap politik, dan keyakinan politik. Lingkungan keluarga adalah 
lingkungan yang perlu dibina secara baik, karena merupakan sarana 
sosialisasi politik yang pertama dialami seseorang. 
 
C. PERILAKU PEMILIH 
Masyarakat adalah sekelompok individu yang hidup bersama dalam 
suatu tempat secara permanen dan di tempat tersebut mereka melakukan 
regenerasi. Mereka hidup dalam suatu tempat dikarenakan masing-
masing individu memiliki hubungan sosial, baik sebagai keluarga, kerabat, 
atau sebagai tetangga yang bertumpu pada adanya kepentingan 
bersama. 
Perilaku masyarakat yang lazim dinamakan perilaku sosial adalah 
perilaku individu ketika hidup dalam suatu kelompok manusia yang 
disebut kelompok sosial seperti keluarga, kerabat atau klan, suku bangsa, 
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bangsa, Negara, hingga hubungan antar Negara dan melakukan interaksi 
antara satu sama lain dalam berbagai bidang. 
Partisipasi merupakan perilaku yang berupa keikutsertaan 
masyarakat pada suatu aktivitas tertentu. Partisipasi politik diartikan 
sebagai keikutsertaan masyarakat pada kegiatan yang berhubungan atau 
berkenaan dengan politik, seperti pemilihan umum. 
Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), mendefinisikan “perilaku” 
sebagai tanggapan atau reaksi individu terhadap rangsangan atau 
lingkungan. Dalam definisi ini mengandung bahwa perilaku merupakan 
reaksi terhadap stimulus baik secara internal (psikologi) maupun secara 
eksternal (sosiologis). 
Pemilih diartikan sebagai semua pihak  yang menjadi tujuan utama 
para kontestan untuk pengaruhi dan keyakinan agar mendukung dan 
kemudian memberikan suaranya kepada kontestan yang bersangkutan.9 
Pemilih dalam hal ini dapat berupa konstituen maupun masyarakat pada 
umumnya. Konstituen adalah kelompok masyarakat yang merasa diwakili 
oleh suatu ideologi tertentu yang kemudian dimanifestasikan dalam 
institusi politik seperti partai politik. 
Perilaku memilih merupakan bentuk dari partisipasi politik dan 
merupakan bentuk partisipasi yang paling elementer dari demokrasi. 
Partisipasi politik termasuk didalamnya partisipasi dalam pemilu adalah 
                                                        
9 Firmansyah, Marketing Politik. Jakarta : Yayasan Obor Indonesia. 2007. Hal. 102 
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tindakan seorang warga Negara biasa yang dilakukan secara sukarela 
untuk mempengaruhi keputusan-keputusan publik.10 
Perilaku memilih menurut Subakti adalah “aktivitas pemberian suara 
oleh individu yang berkaitan erat dengan kegiatan pengambilan keputusan 
untuk memilih dan tidak memilih (to vote or not vote) didalam suatu pemilu 
maka voters akan memilih atau mendukung kandidat tertentu”.11 
Menurut beberapa sistem politik, voting dapat memainkan peran 
yang sangat besar, dalam hal ini dapat menentukan siapa saja orang yang 
memegang kekuasaan yang tetinggi, begitu pula organisasi atau partai 
politik yang berkuasa untuk masa tertentu. Akan tetapi sistem politik lain, 
voting mungkin hanya merupakan perlengkapan secara formal saja, 
dengan orang-orang yang berkuasa berusaha mendapatkan legitimasi 
dari pemerintahnya. 
Partisipasi politik masyarakat dalam bentuk voting ini nampak jelas 
terlihat apabila suatu Negara mengadakan pemilihan umum, baik secara 
sukarela maupun akibat adanya mobilisasi dari penguasa. Dalam 
pemilihan umum, individu memberikan suaranya untuk memilih orang-
orang untuk menduduki jabatan politik dan dari pejabat politik tersebut 
diharapkan lahirlah kebijakan-kebijakan politik sesuai dengan kehendak 
masyarakat tersebut. 
Para pemilih dalam menentukan pilihan politiknya pada suatu 
pemilihan umum, umumnya dipengaruhi oleh beberapa faktor dimana 
                                                        
10 Verba dan Niie, 1972 
11 Ramlan Surbakti. Partai, Pemilih dan Demokratis.Yogyakarta : Pustaka Pelajar. 1997. Hal 170 
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perilaku individu dipengaruhi oleh individu lain, dan perilaku sekelompok 
orang dipengaruhi oleh perilaku sekelompok kecil orang lain. Bentuk dari 
pengaruh tersebut berwujud pada sikap menuruti apa yang menjadi 
kehendak pihak yang memengaruhi. Untuk memahami hal tersebut, maka 
akan dilihat dengan menggunakan Teori perilaku pemilih. Dalam “teori 
perilaku pemilih”, perilaku memilih atau voting behavior dalam pemilu 
adalah respon psikologi dan emosional yang diwujudkan dalam bentuk 
tindakan politik mendukung suatu partai politik atau kandidat dengan cara 
mencoblos surat suara.  
Dalam hal ini, untuk menganalisis perilaku memilih, maka peneliti 
menggunakan pendekatan sosiologis. Dalam pendekatan sosiologi, setiap 
manusia terikat didalam berbagai lingkaran sosial, seperti keluarga, 
lingkaran rekan-rekan, tempat kerja dan sebagainya. Proses sosial 
dipahami sebagai hubungan antara individu dengan individu, individu 
dengan kelompok, atau kelompok dengan kelompok yang menghasilkan 
produk-produk dari proses-proses sosial itu sendiri. Lazeersfeld 
menerapkan cara pikir ini kepada pemilih. Seorang pemilih hidup dalam 
konteks tertentu : status ekonominya, agamanya, tempat tinggalnya, 
pekerjaannya dan usianya mendefinisikan lingkaran sosial yang 
mempengaruhi keputusan sang pemilih. Setiap lingkaran sosial memiliki 




Namun konteks ini turut mengkontrol prilaku individu dengan cara 
memberikan tekanan agar sang individu menyesuaikan diri, sebab pada 
dasarnya setiap orang ingin hidup dengan tentram, tanpa bersitegang 
dengan lingkungan sosialnya. 12  Saiful Mujani, R. William Liddle dan 
Kuskridho Ambardi menjelaskan bahwa faktor agama menjadi hal yang 
dipercaya sangat berpengaruh dalam konteks pendekatan sosiologis.13 
Pendekatan ini pada dasarnya menjelaskan bahwa karakteristik 
sosial dan pengelompokkan sosial mempunyai pengaruh yang cukup 
signifikan dalam menentukan perilaku memilih seseorang. Karakteristik 
sosial (seperti pekerjaan, pendidikan,dsb) dan karakteristik atau latar 
belakang sosiologis (seperti agama, wilayah, jenis kelamin, umur dsb) 
merupakan faktor penting dalam menentukan pilihan politik. 
Pengelompokkan sosial seperti umur, jenis kelamin, agama, dan 
semacamnya dianggap mempunyai peranan penting dalam menentukan 
pengelompokkan sosial baik secara formal seperti keanggotaan 
seseorang dalam organisasi-organisasi keagamaan, organisasi-organisasi 
profesi, maupun pengelompokkan informal seperti keluarga, pertemanan, 
ataupun kelompok-kelompok kecil lainnya, merupakan sesuatu yang 
sangat vital dalam memahami perilaku politik seseorang, karena 
kelompok-kelompok inilah yang mempunyai peranan besar dalam 
membentuk sikap, persepsi dan orientasi seseorang. 
 
                                                        
12 Dieter Roth, 2008. 
13 dalam bukunya Kuasa Rakyat (2012) 
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D. PILKADA (Pemilihan Kepala Daerah) 
Pemilu dianggap bentuk yang paling real dari demokrasi serta wujud 
paling konkret keikutsertaan (partisipasi) rakyat dalam penyelenggaraan 
Negara. Oleh sebab itu, sistem dan penyelenggaraan pemilu hampir 
selalu menjadi pusat perhatian utama karena melalui penataan, sistem 
dan kualitas penyelenggaaraan pemilu diharapkan dapat benar-benar 
mewujudkan pemerintahan yang demokratis. 
Pemilihan umum adalah suatu proses untuk memilih orang-orang 
yang akan menduduki kursi pemerintahan. Pemilihan umum diadakan 
untuk mewujudkan Negara yang demokrasi, dimana para pemimpinnya 
dipilih berdasarkan suara mayoritas. Walaupun setiap warga Negara 
Indonesia (laki-laki dan wanita) mempunyai hak untuk memilih, namun UU 
pemilu mengadakan pembatasan umur untuk dapat ikut serta didalam 
pemilihan umum. Batas waktu untuk menetapkan batas umum ialah waktu 
pendaftaran pemilih untuk pemilihan umum : 
a. Sudah genap berumur 17 tahun 
b. Belum mencapai usia 17 tahun, akan tetapi sudah menikah terlebih 
dahulu. 
Adapun ketetapan batas umur 17 tahun yaitu berdasarkan 
perkembangan kehidupan politik di Indonesia, bahwa warga Negara 
Republik Indonesia yang telah mencapai umur 17 tahun, ternyata sudah 
mempunyai pertanggung jawaban politik terhadap Negara dan 
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masyarakat, sehingga sewajarnya diberikan hak untuk memilih wakil-
wakilnya dalam pemilihan anggota badan-badan perwakilan rakyat. 
Pemilihan umum dilakukan secara rahasia. Rahasia yang dimaksud 
ialah para pemilih dijamin oleh peraturan bahwa tidak akan diketahui oleh 
pihak siapapun dan dengan jalan apapun, siapa yang dipilihnya. Pemilih 
memberikan suaranya pada suara-suara dengan tidak dapat diketahui 
oleh orang lain kepada siapa suaranya diberikan. 
Pemilihan umum diadakan secara bebas. Maksudnya bahwa tiap-
tiap warga Negara yang berhak memilih dalam menggunakan haknya 
dijamin keamanannya untuk melakukan pemilihan menurt hati nuraninya 
tanpa adanya pengaruh, tekanan maupun paksaan dari siapapun atau 
apapun juga. 
Berdasarkan pasal 1 ayat (2) Undang-Undang dasar Negara 
Republik Indonesia tahun 1945 (UUD RI 1945) menentukan :“Kedaulatan 
adalah ditangan rakyat, dan dilakukan sepenuhnya oleh Majelis 
Permusyawaratan Rakyat”. 14  Makna kedaulatan sama dengan makna 
kekuasaan tertinggi, yaitu kekuasaan yang dalam taraf terakhir dan 
tertinggi wewenang membuat keputusan. Tidak ada satu pasalpun yang 
menentukan bahwa Negara Republik Indonesia adalah suatu Negara 
Demokrasi. Namun, karena implementasi kedaulatan rakyat itu tidak lain 
                                                        
14 pasal 1 ayat (2) Undang-Undang dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 (UUD RI 1945) 
23 
 
adalah demokrasi, maka secara implisit dapatlah dikatakan bahwa Negara 
demokrasi. 
Hal yang demikian wujud adalah manakala Negara atau pemerintah 
menghadapi masalah besar, yang bersifat nasional, baik di bidang 
kenegaraan, hukum, politik, ekonomi, sosial-budaya, ekonomi, agama 
“Semua orang warga Negara diundang untuk berkumpul disuatu tempat 
guna membicarakan, merembuk, serta membuat suatu keputusan.”Ini 
adalah prinsipnya.15 
Hakikatnya pemilu di Negara manapun mempunyai esensi yang 
sama. Pemilu dapat diartikan rakyat melakukan kegiatan memilih orang 
atau sekelompok orang yang menjadi pemimpin rakyat ataupun pemimpin 
Negara. Pemilihan umum merupakan salah satu sarana utama untuk 
menegakkan tatanan politik yang demokratis. Fungsinya adalah sebagai 
alat menyehatkan dan menyempurnakan demokrasi16.  
Kesadaran akan pentingnya demokrasi sekarang ini sangat tinggi. 
Hal ini dapat dilihat dari peran rakyat Indonesia  dalam melaksanakan 
pemilihan umum dengan jumlah pemilih yang tidak menggunakan hak 
pilihnya yang sedikit. Pemilihan umum ini langsung dilaksanakan secara 
langsung pertama kali untuk memilih presiden dan wakil presiden serta 
anggota MPR, DPR, DPD, DPRD, di tahun 2004. Walaupun masih 
                                                        
15 Soehino, Hukum Tata Negara Perkembangan Pengaturan dan Pelaksanaan Pemilihan Umum di 
Indonesia, (Yogyakarta: UGM 2010), hlm. 72 
16 (M. Rusli Karim, 1995 : 1) 
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terdapat masalah yang timbul ketika waktu pelaksanaan. Tetapi masih 
dapat dikatakan sukses. 
 Indonesia pertama kali dalam melaksanakan pemilu pada akhir 
tahun 1955 yang diikuti oleh banyak partai ataupun perseorangan. Dan 
pada tahun 2004 telah dilaksanakan pemilu yang secara langsung untuk 
memilih wakil-wakil rakyat serta presiden dan wakilnya. Dan pemilihan 
kepala daerah mulai dilaksanakan pada bulan juni 2005. Pilkada ini 
merupakan perwujudan kedaulatan rakyat. ada lima pertimbangan penting 
penyelenggaraan pilkada langsung bagi perkembangan demokrasi 
Indonesia. 
1. Pilkada langsung merupakan jawaban atas tuntutan aspirasi rakyat 
karena pemilihan presiden dan wakil presiden, DPR, DPD, bahkan 
kepala daerah selama ini telah dilakukan langsung 
2. Pilkada langsung merupakan perwujudan konstitusi dan UUD 1945. 
Seperti telah diamanatkan pasal 18 ayat 4 UUD 1945, Gubernur, 
Bupati dan Wali Kota, masing-masing sebagai kepala pemerintahan 
daerah provinsi, Kabupaten, dan Kota dipilih secara demokratis. 
Hal ini telah diatur dalam UU No.32 Tahun 2005 tentang pemilihan, 
pengesahan, pengangkatan dan pemberhentian kepala daerah dan 
wakil kepala daerah. 
3. Pilkada langsung sebagai sarana pembelajaran demokrasi (politik) 
bagi rakyat. Ia menjadi media pembelajaran praktik berdemokrasi 
bagi rakyat yang diharapkan dapat membentuk kesadaran kolektif 
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segenap unsur bangsa tentang pentingnya memilih pemimpin yang 
benar sesuai nuraninya. 
4. Pilkada langsung sebagai sarana untuk memperkuat otonomi 
daerah. Keberhasilan otonomi daerah salah satunya ditentukan 
oleh pemimpin local. Semakin baik pemimpin local yang dihasilkan 
dalam pilkada langsung 2005, maka komitmen pemimpin local yang 
dihasilkan dalam pilkada langsung 2005, maka komitmen pemimpin 
local dalam mewujudkan tujuan otonomi daerah antara lain untuk 
meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan selalu 
memerhatikan kepentingan dan aspirasi masyarakat agar dapat 
diwujudkan. 
5. Pilkada langsung merupakan sarana penting bagi proses kaderisasi 
kepempinan nasional. Disadari atau tidak. Stock kepemimpinan 
nasional amat terbatas. Dari jumlah penduduk Indonesia yang lebih 
dari 200 juta, jumlah pemimpin nasional yang kita miliki hanya 
beberapa. Mereka sebagian besar para pemimpin partai politik 
besar yang memenangi pemilu 2004. Karena itu, harapan akan 
lahirnya pemimpin nasional justru dari pilkada langsung ini. 
Pilkada ini ditujukan untuk memilih kepala daerah. Rakyat memilih 
kepala daerah masing-masing secara langsung dan sesuai hati nurani 
masing-masing. Dengan begini diharapkan kepala daerah yang terpilih 
merupakan pilihan rakyat daerah tersebut. Dalam pelaksanaannya pilkada 
dilaksanakan oleh komisi pemilihan umum daerah masing-masing. 
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Tahun 2011, terbit undang-undang baru mengenai penyelenggara 
pemilihan umum yaitu Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011.Didalam 
Undang-Undang ini, istilah yang digunakan adalah pemilihan Gubernur, 
Bupati, dan Walikota.17 Pada tahun 2014, DPR-RI kembali mengangkat 
isu krusial terkait pemilihan kepala daerah secara langsung. Sidang 
paripurna DPR-RI pada tanggal 24 september 2014 memutuskan bahwa 
Pemilihan kepala daerah dikembalikan secara tidak langsung, atau 
kembali dipilih oleh DPRD. Keputusan ini telah menyebabkan beberapa 
pihak kecewa. Keputusan ini dinilai sebagai langkah mundur di bidang 
“pembangunan” demokrasi, sehingga masih dicarikan cara untuk 
menggagalkan keputusan itu melalui uji materi MK. Bagi sebagian pihak 
yang lain, pilkada tidak langsung dinilai sama saja. Tetapi satu hal yang 
harus digaris bawahi (walaupun dalam pelaksanaan Pilkada tidak 
langsung nanti ternyata menyenangkan rakyat) adalah: pertama, pilkada 
tidak langsung menyebabkan hak pilih rakyat hilang. Kedua, Pilkada tidak 
langsung menyebabkan anggota DPRD mendapat dua hak sekaligus, 
yakni hak pilih dan hak legislasi. Padahal jika Pilkada secara langsung, 
tidak menyebabkan hak pilih anggota DPRD (sebagai warga Negara) hak 
pilihan tetap ada. 
Pilkada diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) 
Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dengan diawasi oleh Panitia Pengawas 
Pemilihan Umum (Panwaslu) Provinsi dan Panwaslu Kabupaten/Kota. 
                                                        
17 Dulu pilkada, Lalu Pemilukada, Kini Pilgub 
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Berdasarkan undang-undang nomor 32 tahun 2004, peserta pilkada 
adalah pasangan calon yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan 
partai politik. Ketentuan ini diubah dengan undang-undang nomor 12 
tahun 2008 yang menyatakan bahwa peserta pilkada juga dapat berasal 
dari pasangan calon perseorangan yang didukung oleh sejumlah orang. 
Undang-undang ini menindaklanjuti keputusan Mahkamah Konstitusi yang 
membatalkan beberapa pasal menyangkut peserta pilkada dalam undang-
undang nomor 32 tahun 2004. 
Pemerintah eksekutif dan legislative telah menyepakati pilkada 
serentak untuk daerah-daerah yang akan habis masa jabatannya pada 
tahun 2015 dan semuanya diselenggarakan pada desember 2015. 
E. KERANGKA PEMIKIRAN 
Kekerabatan adalah unit-unit sosial yang terdiri dari beberapa 
keluarga yang memiliki hubungan darah atau hubungan perkawinan 
maupun hubungan sosial. Struktur-struktur kekerabatan mencakup 
kekeluargaan dan bentuk kelompok yang merupakan perluasan keluarga 
seperti suku atau klen. Didalam teori political kinship, kekerabatan dalam 
politik atau keluarga dengan menitikberatkan kajian atau gagasannya 
bukan kepada garis genealogis atau garis hubungan darah seperti yang 
kita kenal. Kekerabatan adalah lembaga yang bersifat umum dalam 
masyarakat dan memainkan peranan penting pada aturan tingkah laku 
dan susunan kelompok. 
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Keluarga atau kerabat merupakan salah satu faktor yang membentuk 
preferensi memilih seseorang. Perilaku memilih masyarakat berupa 
tindakan politik mendukung suatu partai politik atau kandidat dengan cara 
mencoblos surat suara. Lingkungan keluarga sebagai salah satu sarana 
dari sosialisasi politik mempunyai peranan penting didalam proses 
pembentukan pengetahuan, sikap-sikap politik yang menunjukkan 
bagaimana seharusnya masing-masing anggota keluarga berpartisipasi 
dalam suatu sistem politik. 
Partisipasi seseorang tampak dari aktivitas-aktivitas politik yang 
mereka lakukan baik secara konvensional maupun non konvensional, 
begitu pula dengan warga masyarakat di Kabupaten Majene. Partisipasi 
politik merupakan salah satu aspek penting dalam perkembangan 
demokrasi dengan asumsi bahwa setiap orang mengetahui diri dan 
dunianya secara lebih baik daripada orang lain termasuk para ahli elite 
politik yang membuat keputusan. 
Pemahaman arti demokrasi yang makin luas dikalangan masyarakat 
memberikan pengaruh yang signifikan bagi dinamika politik bangsa. Salah 
satu indikator berjalannya politik secara demokrasi adalah dengan adanya 
partisipasi politik dari masyarakat. Partisipasi yang dilakukan oleh 
masyarakat merupakan wujud nyata dari pengaruh kekerabatan dalam 
proses politik yaitu pada proses penentuan pilihan dalam pemilihan 
umum. Dalam lingkungan politik dan sistem politik seperti pada pemilihan 
umum, keluarga atau kerabat merupakan entitas yang saling melekat dan 
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menyatu. Mereka dituntut saling mendukung dan menopang guna 
mempertahankan struktur dan menjaga tradisi politik kekerabatan yang 
dianut bersama. Tradisi politik ini diperlukan guna memelihara keteraturan 
sosial dan mengelola hubungan dilingkungan komunitas politik 
bersangkutan. 
Guna menjaga kepentingan strategi, mereka tidak mungkin 
menyerahkan kepada orang lain, kecuali kepada kerabat sendiri. Dengan 
kata lain, elite politik lebih menaruh kepercayaan kepada orang yang 
terikat hubungan darah dan memiliki hubungan budaya serta sosial. 
Kepercayaan berkaitan dengan kesediaan untuk menyerahkan mandat 
atau kewenangan kepada pihak yang layak dipercaya atas pertimbangan 
keamanan. Loyalitas merujuk pada kesetiaan dalam memberi dukungan 
penuh kepada pihak yang memberi mandat dan kewenangan itu. 
Solidaritas mencangkup sikap kesetiakawanan dalam memelihara spirit 
kelompok agar tetap utuh, solid, dan tak tergoyahkan. 
Loyalitas dan solidaritas dalam pemberian mandat oleh pemilih 
kepada calon pemegang kekuasaan nampak pada kemenangan yang 
didapatkan oleh pasangan Fahmi-Lukman pada pilkada 2015 di 
Kabupaten Majene. Loyalitas seperti ini dijadikan mekanisme alamiah 


































Dalam bab ini yang akan dibahas ada lima aspek, yaitu : daerah 
penelitian, dasar dan jenis penelitian, jenis data, teknik pengumpulan data, 
dan teknik analisis data. 
A. DAERAH PENELITIAN 
Penelitian ini akan dilaksanakan di Kabupaten Majene. Kabupaten 
Majene merupakan salah satu kabupaten yang berada di Sulawesi Barat 
melaksanakan pemilihan umum kepala daerah pada desember 2015. 
Alasan memilih lokasi penelitian ini karena penulis tertarik mengamati 
bagaimana sistem kekerabatan berlangsung dan kaitannya dalam proses 
penentuan pilihan pemilih pada pemilukada. 
B. DASAR dan JENIS PENELITIAN 
Dasar penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi 
kasus. Metode kualitatif memiliki beberapa perspektif teori yang dapat 
mendukung penganalisaan yang lebih mendalam terhadap gejala yang 
terjadi dalam suatu daerah. 
Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah deskriptif. 
Pada penelitian ini deskriptif dititik beratkan pada penyajian gambaran 
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lengkap mengenai sistem kekerabatan dalam penentuan pilihan pada 
pemilukada 2015 di kabupaten Majene.  
C. JENIS DATA 
Pada penelitian ini penulis menggunakan data yang menurut penulis 
sesuai dengan objek penelitian dan memberikan gambaran tentang objek 
penelitian. Adapun sumber data yang digunakan, dibagi menjadi dua 
bagian, yaitu : 
a. Data primer 
Pada penelitian tersebut, peneliti membutuhkan data untuk 
membuktikan fakta lapangan. Data yang diperoleh melalui 
lapangan atau daerah penelitian dari hasil wawancara mendalam 
dengan informan dan observasi langsung. Peneliti turun langsung 
dilapangan tepatnya di Kabupaten Majene dengan tujuan untuk 
mengumpulkan berbagai bentuk data seperti rekaman hasil 
wawancara dan foto kegiatan lapangan. 
b. Data sekunder 
 Dalam penelitian ini, peneliti juga melakukan telaah pustaka, 
dimana peneliti mengumpulkan data dari penelitian sebelumnya 
berupa buku, jurnal, Koran mengenai kajian terkait dengan 
pemilukada di Kabupaten Majene. Terdapat juga situs atau website 
yang diakses untuk memperoleh data yang lebih akurat yang 
berkaitan dengan pemilihan kepala daerah 2015 di Kabupaten 
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Majene. Selain itu, referensi atau sumber lain yang dianggap 
relevan dan berkaitan dengan masalah-masalah dalam penelitian 
ini. 
 
D. TEKNIK PENGUMPULAN DATA 
Penelitian ini merupakan penelitian lapangan dan sasaran penelitian 
adalah informasi dan referensi. Teknik pengumpulan data yang digunakan 
oleh peneliti dalam penelitian ini yaitu : 
a. Wawancara (Interview) dan Observasi 
Dalam penelitian ini, penulis menggunakan teknik wawancara. 
Dengan wawancara mendalam (indep interview) yaitu dengan cara 
tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan 
informan atau orang yang diwawancarai, dengan atau tanpa 
menggunakan pedoman (guide) wawancara. 
Peneliti melakukan pengumpulan data dengan cara 
wawancara yang mendalam menggunakan wawancara (interview 
guide) agar wawancara tetap berada pada fokus penelitian, meski 
tidak menutup kemungkinan terdapat pertanyaan-pertanyaan 
berlanjut. Informan yang dipilih adalah informan faham dan 
mempunyai kaitan kerabat dengan kandidat pemenang pada 
pilkada 2015 di Kabupaten Majene. Pemilihan informan dapat 
berkembang dan berubah sesuai dengan kebutuhan penelitian 
dalam memperoleh data yang akurat. 
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Adapun mekanisme wawancara yang peneliti lakukan disini 
adalah peneliti membuat pedoman wawancara yang disusun sesuai 
dengan permasalahan yang dihadapi subjek. Pedoman wawancara 
ini berisi pertanyaan-pertanyaan mendasar yang akan berkembang 
dalam wawancara. Tahap persiapan selanjutnya adalah peneliti 
membuat pedoman observasi yang disusun berdasarkan hasil 
observasi terhadap lingkungan, serta pengaruhnya terhadap 
perilaku subjek dan pencatatan langsung yang dilakukan pada saat 
peneliti melakukan observasi. 
Peneliti selanjutnya mencari subjek yang sesuai dengan 
karakteristik subjek penelitian. Sebelum wawancara dilaksanakan 
peneliti bertanya kepada subjek tentang kesiapannya untuk 
diwawancarai. Setelah subjek bersedia untuk diwawancarai, peneliti 
membuat kesepakatan dengan subjek tersebut mengenai waktu 
dan tempat untuk melakukan wawancara. 
Peneliti membuat kesepakatan dengan subjek mengenai 
waktu dan tempat melakukan wawancara berdasarkan pedoman 
yang dibuat. Setelah wawancara dilakukan, peneliti memindahkan 
hasil rekaman berdasarkan wawancara dalam bentuk tertulis. 
Selanjutnya peneliti melakukan analisis data sesuai langkazh-
langkah yang dijabarkan pada teknik analisis data setelah itu 
peneliti membuat dinamika psikologis dan kesimpulan yang 
dilakukan, peneliti memberikan saran-saran untuk penelitian 
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selanjutnya. Penelitian ini berakhir ketika peneliti sudah merasa 
data yang didapatkan sudah cukup untuk menjawab permasalah 
yang diteliti. 
b. Studi kepustakaan 
Selain melakukan wawancara, penulis berusaha melakukan 
kajian kepustakaan untuk melengkapi data-data yang dibutuhkan 
sesuai dengan objek penelitian. 
 
E. TEKNIK ANALISIS DATA 
Proses analisis data dilakukan pada waktu bersamaan dengan 
proses pengumpulan data berlangsung secara terus menerus. Data dan 
informasi yang telah dikumpulkan peneliti diolah dan dianalisis secara 
kualitatif. 
Analisis ini bertujuan agar temuan-temuan dari kasus-kasus yang 
terjadi dilokasi penelitian yaitu terkait dengan sistem kekerabatan pada 
pemilih yang dapat dikaji lebih mendalam dan fenomena yang ada dapat 
digambarkan secara terperinci, sehingga apa yang menjadi pertanyaan 
dalam penelitian ini nantinya bisa terjawab dengan maksimal. 
Analisis data dilakukan melalui empat jalur, yakni : 
1. Pengelompokkan Data 
Tahapan ini merupakan tahapan awal yang dilakukan oleh penulis 
dalam rangkaian analisis data, untuk mengelompokkan hasil temuan, 
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diantaranya hasil wawancara dari setiap informan, hasil studi pustaka 
yang dilakukan dan dokumen yang diperoleh oleh penulis. 
2. Reduksi Data 
Pada tahap ini dilakukan proses penyeleksian, pemfokusan, 
penyederhanaan serta pengabstraksian data dari field note dan hasil 
wawancara yang berupa hasil rekaman MP3, Field note dan 
pengamatan lainnya, penulis langsung melakukan transfer data 
kedalam sebuah tulisan yang lebih teratur dan sistematis. 
Sebagai upaya meminimalisasi reduksi data karena keterbatasan 
ingatan, selanjutnya peneliti melakukan pengkategorian data menurut 
kebutuhan peneliti. Hal ini dilakukan untuk membantu penulis 
menganalisa data dan memasukkannya kedalam bab pembahasan 
pada penulisan hasil penelitian. 
3. Analisis isi 
Tahapan ini dilakukan berdasarkan hasil reduksi data dari setiap 
instrument penelitian yang digunakan untuk mendapatkan tingkat 
perbedaan dan hubungan atau korelasi dari setiap instrument temuan 
baik hasil wawancara, studi pustaka dan dokumen. 
4. Penarikan Kesimpulan 
Penarikan kesimpulan dan verifikasi dilakukan oleh penulis 
berdasarkan hasil isi (content analysis) yang dilakukan untuk 





GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN 
 Pada bab ini, peneliti akan memberikan gambaran umum tentang 
gambaran umum lokasi tempat penelitIan berlangsung dan hasil Pilkada 
,2015 di Kabupaten Majene. Selain itu, penulis akan menggambarkan 
tentang sistem sosial yang dianut oleh masyarakat Mandar yang 
kemudian akan digunakan untuk memperjelas sistem kekerabatan yang 
terjadi di Kabupaten Majene dengan mengaitkan pada penentuan pilihan 
pada pada Pilkada 2015. Aspek tersebut akan diuraikan sebagai berikut : 
A. POLITIK DAN PEMERINTAHAN 
 Berdasarkan Perda Bupati Majene No.7 Tahun 2012 dan No.8 
Tahun 2012, tanggal 6 Desember 2012 tentang Pemekaran 
Desa/Kelurahan, maka sejak tahun 2014 Kabupaten Majene mengalami 
pemekaran wilayah dari 40 desa/kelurahan menjadi 82 desa/kelurahan. 
Sehingga secara administratif Kabupaten Majene terdiri dari 8 kecamatan, 
82 desa/kelurahan dan 361 SLS (Satuan Lingkungan Setempat) yang 
terbagi dalam 257 dusun dan 104 lingkungan. 
 Kabupaten Majene memiliki 25 Anggota DPRD yang mana 
sebagian anggota DPRD tersebut berasal dari Partai Amanat Nasional 
(PAN) yaitu sebanyak 4 orang. Partai berikutnya yang paling banyak 
mendudukkan anggotanya di DPRD adalah Partai Demokrat dengan 
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Perolehan 3 Kursi. Jika dirinci menurut jenis kelamin, keterwakilan 
perempuan di DPRD Kabupaten Majene masih terbilang sedikit. Sebanyak 
4 orang anggota DPRD berjenis kelamin wanita sedangkan sisanya 21 
orang berjenis kelamin laki-laki. 
 
Jumlah Desa dan Kelurahan Menurut Kecamatan  
di Kabupaten Majene 
Kecamatan Desa Kelurahan 
(1) (2) (3) 
Banggae 2 6 
Banggae Timur 1 8 
Pamboang 13 2 
Sendana 14 2 
Tammerodo 7 - 
Tubo Sendana 7 - 
Malunda 10 3 



















Jumlah Kegiatan DPRD Tk.2 Majene Dalam Sidang Rapat Pleno, 
Komisi Panitia Anggaran, Panitia Khusus, Panitia Musyawarah 
Fraksi-Fraksi dan Pertemuan Dirinci Perbulan 









JANUARI 2 - - - 2 
FEBRUARI - - - - 7 
MARET 2 1 1 - 7 
APRIL 2 - - - 6 
MEI - - 1 - - 
JUNI 1 - - - 1 
JULI 3 1 6 - - 
AGUSTUS 2 3 1 3 - 
SEPTEMBER 4 - 2 2 1 
OKTOBER 3 4 - 2 1 
NOVEMBER 3 16 - 7 1 




































BULAN SIDANG RAPAT 
PANITIA 
KHUSUS 
FRAKSI PERTEMUAN KUNJUNGAN JUMLAH 
JANUARI - - 1 1 2 
FEBRUARI 11 - 1 3 15 
MARET 1 - 1 2 4 
APRIL 12 - 1 3 16 
MEI 15 - 1 6 22 
JUNI 11 - 1 18 30 
JULI 4 - 1 10 15 
AGUSTUS 3 - 1 4 8 
SEPTEMBER 7 - 1 6 14 
OKTOBER 1 - 1 3 5 
NOVEMBER - - 1 3 4 





































Jumlah Anggota DPRD menurut jenis kelamin di Kab. Majene 2014  
Partai Laki – laki Perempuan  Jumlah 
(1) (2) (3) (4) 
Partai Nas Dem 
Paratai kebangkitan Bangsa        
( PKB ) 
Partai Keadilan Sejahtera (PKS ) 
Partai Demokrasi Indonesia 




Partai Amanat Nasional ( PAN ) 
Partai Persatuan Pembangunan 
( PPP ) 
HANURA 
Partai Keadilan dan Persatuan 
Indonesia ( PKPI ) 
Partai Bulan BIntang ( PBB ) 
2 - 2 
2 - 2 
2 - 2 
2 - 2 
1 1 2 
2 - 2 
3 - 3 
4 - 4 
- - - 
- 2 2 
2 - 2 
2 - 2 
1 1 2 
Jumlah                2014 
                            2013 















Jumlah Anggota DPRD menurut jenis kelamin di Kab. Majene 2014  
Komisi Laki – laki Perempuan Jumlah 
(1) (2) (3) (4) 
Pimpinan 3 - 3 
Komisi A 5 1 6 
Komisi B 7 2 9 
Komisi C 6 1 7 
 Jumlah    2014                  21                              4                             25 
                 2013                   19                              6                             25 
                 2012                   21                              4                             25 
 
B. PENDUDUK 
 Berdasarkan hasil proyeksi penduduk, penduduk Majene pada 
tahun 2014 sebesar 161.132 jiwa. Jumlah penduduk terbesar terdapat di 
dua kecamatan yaitu Kecamatan Banggae dengan penduduk sebesar 
39.865 jiwa (24,74%) dan Kecamatan Banggae Timur dengan penduduk 
sebesar 30.341 jiwa (18,83%). Menurut jenis kelamin, tercatat penduduk 
laki-laki sebesar 78.607 jiwa (48,78%) sedangkan penduduk perempuan 
sebesar 82.525 jiwa (51,22%). Hal tersebut menunjukkan bahwa rasio 
jenis kelamin/sex Ratio (SR) penduduk adalah sekitar 95,25 artinya untuk 
setiap 100 penduduk perempuan terdapat 95 atau 96 penduduk laki-laki. 
Dengan perkataan lain, komposisi penduduk Kabupaten Majene 
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berdasarkan jenis kelamin, lebih besar jumlah penduduk perempuan 
dibandingkan penduduk laki-laki. Angka Sex Ratio penduduk di setiap 
kecamatan dapat dilihat pada table berikut : 
Kecamatan Penduduk Rasio Jenis 
Kelamin Laki-laki Perempuan Jumlah 
Banggae 19.626 20.239 39.865 96,97 
Banggae 
Timur 
14.597 15.744 30.341 92,71 
Pamboang 10.563 11.299 21.862 93,49 
Sendana 10.599 11.552 22.151 91,75 
Tammerodo 5.492 5.726 11.218 95,91 
Tubo Sendana 4.306 4.432 8.738 97,16 
Malunda  8.975 9.174 18.149 97,83 



























C. SISTEM SOSIAL MASYARAKAT MANDAR DI MAJENE 
 Hampir seluruh Negara di dunia memiliki keanekaragaman suku, 
etnis, dan agama. Keanekaragaman tersebut tentunya ditandai dengan 
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keberagaman kebudayaan antara satu dengan  yang lain. Hal tersebut 
dapat dilihat dari perbedaan tatanan pengetahuan, bahasa, pengalaman, 
kepercayaan, nilai, sikap, dan konsep alam semesta. 
 Kebudayaan yang dimiliki oleh suku, etnis, dan agama turut 
mempengaruhi gaya komunikasi sehingga perbedaan budaya dapat 
menjadi sebuah rintangan dalam berinteraksi satu sama lain. Terdapat 
rintangan budaya yang menjadi gangguan dalam berkomunikas dimana 
rintangan budaya yang dimaksud adalah rintangan yang terjadi 
disebabkan adanya perbedaan norma, kebiasaan dan nilai-nilai yang 
dianut oleh pihak-pihak yang terlibat dalam bekomunikasi.18  
 Keanekaragaman masyarakat adalah hal yang dihargai pada 
masyarakat Indonesia karena masyarakat Indonesia sendiri terdiri dari 
berbagai macam suku, etnis, dan agama. Penggambaran kemajemukan 
masyarakat dapat dilihat dari berbagai sisi salah satunya hubungan 
kekerabatan. Hubungan kekerabatan ini merujuk pada ikatan dasar 
hubungan darah (keturunan) yang dapat ditelusuri berdasarkan garis 
keturunan ayah, ibu, atau keduanya. 
 Salah satu suku yang ada di Indonesia adalah suku Mandar. Suku 
Mandar, pada umumnya mengikuti kedua garis keturunan ayah dan ibu 
yaitu Bilateral. Dengan kata lain tiap individu dalam masyarakat baik dari 
kaum kerabat Ibu maupun Ayahnya (semua kerabat biologisnya) masuk 
                                                        
18 Cangara (2008 : 156) 
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dalam batas hubungan kekerabatannya sehingga tidak ada batas sama 
sekali. 
a. Sistem Kekerabatan Masyarakat Mandar di Kabupaten Majene 
 Mandar adalah nama suatu suku (etnis) yang terdapat di Sulawesi 
Barat dan nama budaya dalam Lembaga Budaya Nasional dan Lembaga 
Pengkajian Budaya Nasional. Diistilahkan sebagai etnis karena Mandar 
merupakan salah satu kelompok etnis dari empat suku yang mendiami 
kawasan provinsi Sulawesi Selatan yakni etnis Makassar (makasara’), 
etnis Bugis (ogi’), etnis Toraja (toraya). Pengelompokkan ini dimaksudkan 
dalam suatu kelompok pengkajian yang disebut “lagaligologi”.  
 Mandar sesuai dengan makna kuantitas yang dikandung dalam 
konteks geografis merupakan wilayah dari batas paku (wilayah kabupaten 
Polewali Mandar) sampai suremana (wilayah kabupaten Mamuju Utara). 
Akan tetapi dalam makna kualitas serta simbol dapat kita batasi diri dalam 
lingkup kerajaan Balanipa sebagi peletak dasar pembangunan kerajaan 
(landasan idial dan landasan struktural), dan sebagai bapak perserikatan 
seluruh kerajaan dalam wilayah mandar Pitu ulunna Salu dan Pitu 
Baqbana Binanga.  
 Suku mandar adalah satu-satunya suku bahari di nusantara yang 
berhadapan langsung dengan laut dalam, tanpa ada pulau yang 
bergugus. Teknologi kelautan mereka sudah demikian sistematis, yang 
merupakan warisan dari nenek moyang mereka. Mandar sebagai salah 
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satu suku di sulawesi barat memiliki aneka ragam corak kebudayaan yang 
khas. 
 Mandar memiliki budaya yang terbuka dan dapat menerima siapa 
saja menjadi orang mandar. Budaya mandar mengenal filsafat 
keterbukaan melalui tuturan “inai-inai tau mandundu wai marandangna to 
Mandar anna meloqi menjari to Mandar, to Mandarmi tuqu (siapa saja 
yang pernah meminum air beningnya orang mandar, lantas ia 
berkeinginan menjadi orang Mandar, maka menjadi Mandar-lah ia). 
Tuturan ini merefleksikan sikap keterbukaan dan kebesaran hati budaya 
mandar untuk menerima orang luar sebagai bagian dari keluarga besar 
Mandar. Dengan demikian, menjadi Mandar bukan-lah persoalan bahasa 
atau suku, tetapi keinginan dan niat baik untuk menjadi bagian dari 
Mandar.  
 Suku Mandar, pada umumnya mengikuti kedua garis keturunan 
ayah dan Ibu yaitu Bilateral. Keanggotaan dari kelompok masyarakat 
dominan tidak hanya dapat diperoleh dari garis keturunan Ayah tetapi bisa 
juga diperoleh dari garis keturunan Ibu. Disamping itu, selain berdasarkan 
hubungan darah, keanggotaan dalam sebuah kelompok dominan tersebut 
juga bisa didapat melalui pernikahan , dengan catatan ia tetap memiliki 
faktor pengikat kelompok kekerabatan. Di Mandar, ikatan seperti itu 
terkenal dengan istilah Mesangana, atau keluarga luas yaitu famili-famili 
yang dekat dan sudah jauh tetapi ada hubungan keluarga . Mereka tidak 
mendiami hanya satu daerah, tetapi tersebar di beberapa tempat 
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(daerah). Pada garis keturunan bangsawan, hanya mengikuti  dari garis 
keturunan ayah. Misalkan sebuah bangsawan pria menikahi wanita biasa 
maka anaknya dikatakan berdarah biru (pappuangang) yang dimiliki 
adalah setengah, sedangkan jika bangsawan wanita menikah dengan 
lelaki biasa, maka anaknya tidak memiliki sama sekali darah pappuangan. 
Masyarakat di daerah Mandar, mempunyai prinsip hidup yaitu Sibaliparri 
yang artinya sama-sama menderita (sependeritaan) antara laki-laki dan 
perempuan yang telah menikah. 
 Daerah Mandar terkenal dengan istilah hidup Sirondo-rondo, 
Siamasei, Sianuang pa’mai. Sirondo-rondoi maksudnya bekerjasama 
bantu-membantu dalam mengerjakan sesuatu pekerjaan baik yang ringan 
maupun yang berat. Siamasei, sianuang pa’mai (sayang menyayangi, 
kasih mengasihi, gembira sama gembira, susah sama susah). Secara 
keseluruhan dapat ditarik kesimpulan bahwa adanya kerjasama bantu 
membantu baik yang bersifat materil maupun non materil . 
 
b. Stratifikasi Sosial di Mandar 
Pelapisan masyarakat di daerah Mandar nampaknya masih ada 
walaupun tidak menjadi sesuatu yang mutlak dikedepankan lagi dalam 
pergaulan keseharian. Kerajaan-kerajaan yang masih mempunyai 
kedaulatan pada masa berkuasanya raja-raja terdahulu hakekatnya 
terbagi dalam dua stratifikasi, yaitu pelapisan penguasa dan lapisan yang 
dikuasai. Sistem mobilisasi sosial di Mandar memiliki sifat yang amat 
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sederhana dan elastis dimana lapisan penguasa bukan hanya dari 
golongan tomaradeka (orang biasa), apabila mereka mampu 
memperlihatkan prestasionalnya, misalnya : to panrita, to barani, to sugi, 
to sulasana, to ajariang. 
Kelima macam tersebut ditempatkan dalam lapisan elite (golongan 
atas orang yang terpandang). Dengan demikian terjadilah mobilisasi sosial 
horizontal bagi anak puang. Kelima golongan tersebut juga memiliki andil 
untuk dipilih sebagai pemimpin dalam masyarakat karena kelebihannya 
itu. 
Struktur masyarakat di Mandar berdasarkan penilaian daerah 
menurut ukuran makro yaitu19 : 
1. Golongan Bangsawan yang terdiri dari bangsawan raja yang 
dalam kehidupan sehari-hari disapa dengan sebutan daeng 
atau Mara’dia dan bangsawan adat (hadat) yang disapa 
dengan sebutan puang. 
2. Golongan tau maradeka yakni orang biasa adalah tingkatan 
menengah dalam pelapisan masyarakat, karena dalam 
pelapisan sosial tersebut yang mendiami tempat ini adalah 
kaum rakyat kebanyakan yang meliputi tau piya dan tau 
samar 
3. Golongan budak atau batua meliputi adalah lapisan sosial 
masyarakat yang terendah, karena di dalamnya adalah 
                                                        
19 Nurul Wahdania Yahya, “Strata Sosial Masyarakat Balanipa”, Universitas negeri Alauddin 
Makassar, hal. 63 
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kaum budak atau hamba sahaya meliputi: Batua sossorang 
(budak turunan);  Batua nialli (budak yang dibeli); dan Batua 
inrangang (budak pembayaran) 
 Golongan bangsawan hadat ini merupakan golongan yang paling 
banyak jumlahnya . mereka tidak boleh kawin dengan turunan bangsawan 
raja supaya ada pemisahan. Raja hanya sebagai lambang sedangkan 
hadat memegang kekuasaan. 
D. Pemilihan Kepala Daerah di Kabupaten Majene 
Peneliti mengambil kasus pada pemilihan umum kepala daerah 
di Kabupaten Majene. Berdasarkan berita acara pemungutan dan 
perhitungan suara yang diperoleh dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) 
Kabupaten Majene, waktu pemungutan suara, jumlah pemilih dalam 
Daftar Pemilih Tetap (DPT), jumlah pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih 
Tetap Tambahan-1 (DPTb-1), pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih 
Pindahan (DPPh), dan pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tambahan-2 
(DPTb-2)/pengguna KTP atau identitas kependudukan lainnya, masing-
masing akan diurai sebagai berikut : 
 
1. Pemungutan Suara 
Pemungutan suara dilakukan pada hari Rabu, tanggal 9 





2. Data jumlah suara sah dan tidak sah 
a) Jumlah suara sah seluruh calon 
Kecamatan Banggae = 22.804 
Kecamatan Banggae Timur = 16.858 
Kecamatan Malunda = 9.664 
Kecamatan Pamboang = 12.023 
Kecamatan Sendana = 12.588 
Kecamatan Tammerodo Sendana = 6.581 
Kecamatan Tubo Sendana = 4.961 
Kecamatan Ulumanda = 4.930 
_____________________________________________ +  
Jumlah akhir = 90.409 pemilih 
b) Jumlah suara tidak sah 
Kecamatan Banggae = 115 
Kecamatan Banggae Timur = 110 
Kecamatan Malunda = 85 
Kecamatan Pamboang = 81 
Kecamatan Sendana = 57 
Kecamatan Tammerodo Sendana = 73 
Kecamatan Tubo Sendana = 34 
Kecamatan Ulumanda = 38 
_____________________________________________ +  




3. Jumlah Perolehan Suara Pasangan Calon 
I. Drs. H. Fahmi Massiara, MH dan Lukman, S.Pd., M,Pd 
Kecamatan Banggae = 10.647 
Kecamatan Banggae Timur = 6.827 
Kecamatan Malunda = 4.610 
Kecamatan Pamboang = 6.362 
Kecamatan Sendana = 6.264 
Kecamatan Tammerodo Sendana = 2.396 
Kecamatan Tubo Sendana = 2.060 
Kecamatan Ulumanda = 1.285 
_____________________________________________ +  
Jumlah akhir = 40.451 suara 
II. H. Arifin Nurdin, SE., MS. Ak dan Andi Irfan Sulaiman, 
SE.,M.Ap 
Kecamatan Banggae = 4.312 
Kecamatan Banggae Timur = 5.447 
Kecamatan Malunda = 1.228 
Kecamatan Pamboang = 2.038 
Kecamatan Sendana = 3.752 
Kecamatan Tammerodo Sendana = 1.442 
Kecamatan Tubo Sendana = 1.497 
Kecamatan Ulumanda = 1.236 
_____________________________________________ +  
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Jumlah akhir = 20.451 suara 
 
III. Drs. H. Muh. Rizal Sirajuddin., M.Si dan Dr. Mulyadi 
Bintaha,S.Pd., Mpd 
Kecamatan Banggae = 7.845 
Kecamatan Banggae Timur = 4.584 
Kecamatan Malunda = 3.826 
Kecamatan Pamboang = 3.623 
Kecamatan Sendana = 2.572 
Kecamatan Tammerodo Sendana = 2.743 
Kecamatan Tubo Sendana = 1.409 
Kecamatan Ulumanda = 2.409 
_____________________________________________ +  
Jumlah akhir = 29.006 suara 
 Jumlah perolehan suara tersebut menunjukan pemenang dalam 
pemilihan kepala daerah di Kabupaten Majene memperoleh 
kemenangan suara yang mutlak dari masyarakat atau pemilihnya yaitu 
pasangan nomor urut 1 yaitu Fahmi - Lukman. 
E. IDENTITAS KANDIDAT 
1. Bupati Terpilih Kabupaten Majene periode 2016-2021 
 Data Pribadi 
Nama lengkap : Drs. H. fahmi Massiara, MH 
Tempat/Tanggal lahir : Majene, 17 Juni 1963 
Nik : 7605011706630001 
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Usia : 52 Tahun 
 Riwayat Pendidikan 
SD : SDN No. 1 Saleppa 
SMP : SMP NEG. 1 MAJENE 
SMA : SMAN 1 MAJENE 
S1 : FAKULTAS SOSPOL UNHAS 
S2 : MAGISTER HUKUM UMI 
 Pengalaman Kerja 
Jabatan  Institusi Tahun  
Penata muda III/a 
(CPNS)  
BKKBN Kab. Mamuju 1991 
Penata muda III/a (PNS) BKKBN Kab. Mamuju 1992-1995 
Penata muda Tk.1-III/b BKKBN Kab. Majene 1995-1999 
Penata III/c BKKBN Kab. Majene 1999-2002 
Penata Tk.1-III/d Dinas Kesos & KB Kab. Majene 2002-2005 
Pembina IV/a Dinas Kesos & KB Kab. Majene 2005 
Pembina IV/a Kantor Kec. Banggae Kab. Majene 2005-2007 
Pembina IV/a Kantor Kec. Banggae Timur Kab. 
Majene 
2007-2009 
Pembina Tk. 1-IV/b Kantor Kec. Banggae Timur Kab. 
Majene 
2009 
Pembina Utama Muda 
IV/c 






 Data Keluarga 
Istri : Drs. H. Patmawati, MH 
Jumlah anak :3 orang 
Anak : 1. M. Luth Oerkasa Fahmi 
   2.  Siti Luluiyah Imtiyaaz Fahmi 
   3. Siti Luna Muthia Fahmi 
Ayah : Alm. H. Massiara 
Ibu : Almh. Hj. Siti Luluiyah 
Jumlah Saudara Kandung : 8 orang 
1. Fariyal Massiara 
2. Fahira Massiara 
3. Alm. Fausni Massiara 
4. Faisa Massiara 
5. Farid Massiara 
6. Fausana Massiara 
7. Farhana Massiara 
Ayah Mertua : Alm. Djamado Daeng Turu 
Ibu Mertua : Alm. Muttiama Daeng Sallo 
Ipar :1. Rahmatia 






Paman : Alm. Tambaru 
2. Wakil Bupati Terpilih Kab. Majene periode 2016-2021 
 Data Pribadi 
Nama lengkap : Lukman, S.Pd. M.Pd 
Tempat/Tanggal lahir : Majene, 24 Oktober 1967 
Nik : 7605032410670001 
Usia : 48 Tahun 
 Riwayat Pendidikan 
SD : SDN No. 20 Somba 
SMP : SMP NEG. 1 SOMBA 
SMA : SMAN 1 MAJENE 
S1 : STKIP COKROAMINOTO PINRANG 
S2 : UNIVERSITAS KANJURUAN 
MALANG 
 Pengalaman Kerja 
Jabatan  Institusi Tahun  
Wakil Ketua DPRD 
Kab. Majene  
DPRD KAB. MAJENE 2004-2009 
Wakil Ketua DPRD 
Kab. Majene 
DPRD KAB. MAJENE 2009-2014 
Wakil Ketua DPRD 
Kab. Majene 




 Data Keluarga 
Istri : Hj. Rahmatia 
Jumlah anak :5 orang 
Anak : 1. Muhammad Wiratmawanto. L 
   2.  Sulfitriani. L 
   3. Ainurrahman. L 
  4. Wiwi Widyatama. L 
  5. Muhammad Arief. L 
Ayah : Nurma 
Ibu : Cindara 
Jumlah Saudara Kandung : 2 orang 
1. Maryati 
2. Asmawati 
Ayah Mertua : Alm. Samad 
Ibu Mertua : Alm. Rudi 





Paman : 1. Suparto 
   2. Zainuddin 
   3. Hamzah 
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   4. Mustafa 
Bibi : 1. St. Raihana 
   2. Saharia 
   3. Hadaeni 
   4. Husaena 




















HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
Pada bab ini peneliti akan menjelaskan hasil penelitian yang telah 
dilakukan dengan acuan untuk mengkaji sistem kekerabatan dalam 
penentuan pilihan pemilih pada pilkada dengan fokus kajian pada 
pengaruh sistem kekerabatan dalam penentuan pilihan calon Bupati dan 
Wakil Bupati pada pilkada di Kabupaten Majene. 
Pemilihan umum merupakan ajang pesta demokrasi yang 
menghasilkan penggantian pemimpin di suatu wilayah di Indonesia 
terkhusus lagi di Kabupaten Majene dan sebagai ajang perpolitikan paling 
bergengsi yakni Pemilihan Bupati dan wakil bupati untuk periode 2016-
2021. Hal tersebut menjadi daya tarik tersendiri bagi setiap masyarakat di 
Kabupaten majene untuk berlomba memenangkan kandidat dalam 
pemilihan kepala daerah. Pelaksanaan pemilu itu tidak akan lancar 
apabila tidak dibarengi dengan antusiasme dari masyarakat untuk 
menyukseskannya.  
Perilaku memilih masyarakat dalam menentukan pilihannya di 
Kabupaten Majene masih didominasi oleh pengaruh budaya yang masih 
dianut dan faktor primordialisme. Pengaruh itu masih sangat kuat 
sehingga para kandidat yang menggunakan cara pendekatan itu 
dipastikan mampu meraih suara yang signifikan. Kekerabatan itu mampu 
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mengubah pilihan seseorang yang telah mempunyai pilihan sebelumnya 
karena faktor primordial. 
Pilihan merupakan salah satu aspek dari perilaku memilih baik 
secara umum maupun perilaku pada wilayah yang lebih spesifik karena 
merupakan hasil dari proses interaksi sosial yang cukup kompleks. 
Interaksi itu melibatkan banyak hal, mulai dari bentuk interaksi, karakter 
lingkungan dan juga karakter masyarakat. Dalam interaksi sosial, terdapat 
berbagai stimulus yang akan disambut dan dikelola oleh bangunan kognisi 
masyarakat yang berbeda-beda. Perilaku politik juga berupa proses yang 
melibatkan berbagai hal. Stimulus politik atau suatu fenomena akan 
ditafsirkan berbeda oleh setiap orang, tergantung bangunan kognisinya. 
Pemahaman akan sesuatu merupakan bentukan proses yang panjang 
yang melibatkan lingkungan sosial yang memiliki pengaruh yang besar. 
Pemilihan kepala daerah merupakan wujud demokrasi di level 
daerah. Suara masyarakat yang ada ditingkat daerah adalah suara yang 
akan mewakili serta merupakan aspirasi yang paling dasar. Dalam 
beberapa pengamatan, peneliti melihat kini ada kecenderungan perilaku 
memilih yang mulai mengedepankan ikatan emosional terhadap kandidat. 
Hal tersebut dinyatakan sebagai kesiapan untuk bereaksi terhadap objek 
politik. Informasi sangat penting, setiap informasi akan dikelola untuk 
kemudian menyambut informasi selanjutnya. Perbedaan akses informasi 
dan perbedaan sosialisasi dalam suatu masyarakat, menjadikan setiap 
tindakan atau reaksi menjadi berbeda-beda. 
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Pernyataan dasar tersebut merupakan acuan awal dalam 
mendeskripsikan pengaruh kekerabatan pada penentuan pilihan pemilih 
dalam proses pilkada yang ada di Kabupaten majene dan soliditas 
keluarga Bupati dan Wakil Bupati terpilih. Penjabaran mengenai 
kekerabatan dan soliditas tersebut akan dijabarkan berdasarkan sub 
pokok pembahasan berikut. 
1) PENGARUH SISTEM KEKERABATAN PADA PENENTUAN 
PILIHAN PADA PILKADA 2015 DI KABUPATEN MAJENE  
 Pada pembahasan ini, peneliti akan menguraikan hasil penelitan 
tentang hal-hal yang berkaitan dengan pengaruh sistem kekerabatan 
dalam penentuan pilihan di Kabupaten Majene. Aspek tersebut akan 
diuraikan sebagai berikut. 
Dalam penelitian ini, akan diuraikan pola dari struktur masyarakat di 
Mandar berdasarkan penilaian daerah menurut ukuran makro. Sebagai 
masyarakat yang pernah berbentuk kerajaan, masyarakat Mandar 
mengenal pelapisan sosial. Mereka mengenal tiga lapisan sosial, yakni 
lapisan atas atau golongan bangsawan terdiri dari bangsawan raja 
(Todiang Laiyana) dan golongan bangsawan adat (tau mapia), golongan 
orang kebanyakan (Tau Maradika), dan lapisan budak (Batua). Golongan 
bangsawan memiliki gelar kebangsawanan yaitu Daeng bagi "bangsawan 
raja" dan Puang bagi "bangsawan adat". 
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Orang menyebutkan bahwa budaya Mandar progresif. Hal tersebut 
bisa dilihat dari ketika hampir semua kerajaan atau pusat-pusat 
kekuasaan nusantara di masa lalu mempraktekkan sistem kekuasaan 
absolut, despot dan otoriter, di Mandar, Todilaling (Raja pertama Balanipa) 
telah mempraktekkan sistem Demokrasi, hal ini dibuktikan dengan 
ucapannya yang terkenal “Patondo saliwangi baromu, patondo tamai 
barona to mae’di’ (Tempatkan kepentinganmu disebelah luar dan 
kepentingan orang banyak disebelah dalam). Dan sikap demokratis ini 
tentu saja telah jadi role model bagi raja-raja dan rakyat Mandar 
sepeninggalnya. Dalam sistem demokrasi di Mandar, Mua’ mendi-mendi 
oloi elo’na toarajang disesena odiada‘ odibiasa,turu ‘I ada ‘mua’ mendi-
mendi oloi elona ada’ disesena odi ada’ odibiasa, turu’I Toarajang (Apabila 
keinginan bangsawan raja agak kedepan sesuai dengan adat dan 
kebiasaan adat maka bangsawan adat hendaknya ikut dan demikian juga 
sebaliknya).20  
Dahulu, mobilitas sosial secara vertikal masyarakat hanya terbatas 
pada lapisan batua ke lapisan tau maradeka. Dalam hal ini seorang batua 
dapat naik ke lapisan tau maradeka dengan syarat-syarat tertentu 
menurut adat. Misalnya, seorang batua yang dibeli (batua nialli) dapat 
dibebaskan dengan jalan menebus harga penjualan atas dirinya sebanyak 
yang diminta oleh tuannya. 
                                                        
20 Syarbin, 1997 
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Adapun mobilitas sosial dari tau samar ke tau pia dapat saja terjadi, 
apabila seseorang memiliki keistimewaan seperti seseorang memiliki 
kekayaan (tosugi), orang pandai (panrita), dan orang berani (tobarani). 
Sedangkan mobilitas sosial dari lapisan batua dan lapisan tau 
maradekaya naik ke lapisan todiang laiyana atau ke pelapisan maraqdia 
adalah tertutup. 
Budaya yang dianut oleh masyarakat mandar di majene masih 
sangat kental. Adanya budaya pappuangan di Mandar masih bertahan 
bahkan dapat berpengaruh dalam proses pilkada yang diselenggarakan 
pada tahun 2015 silam. Pelapisan masyarakat Mandar masih ada 
walaupun tidak menjadi hal yang mutlak dikedepankan lagi dalam 
pergaulan sehari-hari. Kerajaan pada saat berkuasanya raja-raja dahulu 
hakekatnya terbagi kedalam dua stratifikasi yaitu lapisan penguasa dan 
lapisan yang dikuasai. Sistem mobilisasi sosial orang Mandar memiliki 
sifat yang amat sederhana dan elastis dimana lapisan penguasa dapat 
berasal dari golongan tomaradeka apabila mereka dapat memperlihatkan 
prestasi sosialnya, misalnya to panrita, to sugi, to barani, to sulasana, dan 
to ajariang. Kelima golongan tersebut ditempatkan didalam lapisan elit 
(golongan atas orang terpandang). Dengan demikian terjadilah mobilisasi 
sosial anak puang. Pelapisan ini kemudian mengalami pembauran dalam 
bentuk perkawinan. Kelima golongan tersebut juga memiliki andil untuk 
dipilih sebagai pemimpin dalam masyarakat karena kelebihannya itu. 
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Hasil pemilihan umum kepala daerah 2015 di Kabupaten Majene 
memenangkan pasangan Fahmi-Lukman sebagai Bupati dan Wakil Bupati 
terpilih periode 2016-2021 juga mengindikasikan bahwa faktor budaya 
masih cukup kental dianut oleh pemilih di Kabupaten Majene. Fahmi 
sebagai Bupati terpilih merupakan tokoh dengan panggilan Daeng yang 
dalam stratifikasi sosial masyarakat Mandar tergolong kedalam 
bangsawan raja. Sedangkan Wakilnya Lukman tergolong kedalam 
golongan to maradeka.  
Hal ini diperkuat dengan hasil wawancara dengan Bapak Drs, 
Abdul Wahab sebagai salah satu tokoh pemenangan pasangan Fahmi-
Lukman dan juga sekaligus telah mengenal dekat kedua tokoh ini. Ia 
mengatakan bahwa : 
“dalam adat Majene itu, daeng itu adalah keturunan ningrat. Fahmi 
itu tergolong daeng. Semua orang panggil dia daeng pa’ malu itu 
masyarakat kalo panggil bapak atau apa. Dia tidak bilang dirinya 
daeng tapi masyarakat sendiri yang sadar diri. Daeng itu dari Bapak 
dan Ibunya. Kan mereka-mereka juga kawin mawin itu dari dulu, 
termasuk pembagian kekuasaan wilayah di jaman dulu itu sampai 
sekarang. Mara’dia Pamboang, itu keluarganya itu semua. Mara’dia 
Banggae, itu-itu ji. 
Dan Fahmi itu punya banyak saudara meskipun mamanya 
berbeda-beda. Orang tuanya itu satu dua tiga istrinya. Kan 
namanya raja-raja itu banyak yang kawin mawin,tukang kawin. 
Suatu kebanggaan tersendiri bagi orang yang kawin dengan 
kelompok mereka”.21 
  
                                                        
21 Hasil wawancara dengan masyarakat Kabupaten Majene pada tanggal 21 April 2016 
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Berdasarkan wawancara diatas menunjukkan bahwa kandidat Bupati 
terpilih masih tergolong kedalam bangsawan raja yang dikenal dengan 
panggilan daeng. Daeng merupakan golongan ningrat di Mandar dan 
masih mempunyai pengaruh kuat hingga saat ini. Masyarakat mandar 
secara umum khususnya di Majene masih menganut dengan kuat nilai-
nilai strata sosial dalam masyarakat. Nilai-nilai ini masih tetap 
dipertahankan sebagai sebuah keharusan dalam kehidupan sehari-hari. 
Lembaga perkawinan juga memainkan peranan penting di kalangan 
etnis Mandar untuk kepentingn politik. Semakin luas jaringan keluarga 
maka akan semakin luas pula pengaruh kelompok itu. Oleh karena itu, 
poligami dikalangan bangsawan terdahulu merupakan salah satu 
instrument untuk membangun jaringan dan dukungan, disamping sebagai 
simbol “keperkasaan” si bangsawan itu sendiri. 
Selain itu, warisan kerajaan masa lampau di Mandar yang masih 
berpengaruh hingga sekarang adalah pengaruh kaum bangsawan di 
bidang sosial politik di daerah itu. Bangsawan Mandar dengan gelar 
Daeng dan Puang menduduki posisi terhormat dalam masyarakat. 
Keluarga bangsawan umumnya memiliki tanah yang cukup luas serta 
banyak yang bekerja sebagai ambtenaar (pegawai pemerintahan) dan 
politisi. Dalam struktur stratifikasi sosial, mereka tergolong kelompok elite 
bersama-sama dengan para profesional, pengusaha, intelektual, 
agamawan, dan sebagainya. Pada masa modern seperti sekarang ini, 
kaum bangsawan relative masih mampu memainkan perannya sebagai 
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patron yaitu memelihara hubungan dengan  para pengikutnya (client)22. 
Seperti yang dijelaskan oleh bapak Satriadi Anang Djawawi, S. Sos, yang 
juga terhimpun dalam pekerja seni di Majene, mengatakan bahwa: 
“karena di kabupaten majene itu adek, itukan masih menganut 
kultur istilahnya ada pappuangan ada mara’dia yang masih sangat 
kental. Mereka masih sangat cukup berpengaruh hingga 
sekarang. Apapun yang mereka katakan di Masyarakat pasti akan 
didengar. Apalagi mereka disebut tuan tanah. Dimana-mana 
mereka punya tanah, itu merupakan salah satu pendekatannya ke 
masyarakat. Apalagi yang saya dengar lokasi yang beberapa 
masyarakat tempati merupakan tanah mereka. Pajak lokasi 
mereka gratiskan. Dalam artian bahwa di mandar itu, kultur-nya 
orang Mandar, satu yang kita beri yakin saja sepuluh yang akan 
dia beri. Tapi disaat kita membuat kekacauan yakin saja sampai 
anak cucu akan disebut-sebut”.23 
 
Menurut analisis peneliti, bahwa di mandar, kebiasaan orang 
terdahulu masih menjadi panutan masyarakat mandar hingga saat ini. 
Tanah yang dimiliki oleh para bangsawan merupakan sebuah instrument 
yang digunakan untuk meraih dukungan dari masyarakat luas. Pegawai 
pemerintahan maupun politisi yang bekerja sebagai ambteenar ternyata 
sebagai penanggung jawab untuk meraih simpati dan menginput suara 
dari masyarakat untuk memberikan dukungan kepada pasangan Fahmi-
Lukman. 
Stratifikasi sosial masyarakat Mandar telah memberikan posisi 
istimewa terhadap kaum bangsawan sebagai elit strategi dari kelompok 
                                                        
22 Mengenai teori patron-client relationship, bisa dibaca pada karya james C. Scoot Client Politics 
and political change in shouteast Asia, American Political Science Review Vol.66 Tahun 1972. 
Diakses pada tanggal 1 April 2016 
23 Hasil wawancara dengan masyarakat Kabupaten Majene pada tanggal 21 Februari 2016 
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masyarakat lainnya dalam struktur sosial, dan sebagai pemimpin puncak 
dalam struktur politik dan struktur kekuasaan. 
Figur putra daerah, etnisitas dan kekerabatan atau kekeluargaan 
serta kekuasaan masih cukup penting dalam mendapatkan dukungan 
pada pemilu untuk sebagian warga Sulawesi barat saat ini. Dalam 
persoalan politik, pengaruh tokoh elit seperti kaum bangsawan, 
pengusaha, dan pejabat terhadap masyarakat cukup penting di Mandar. 
Hal ini berkaitan dengan pentingnya status sosial seseorang di wilayah itu. 
Semakin tinggi tingkat atau status sosial seseorang, maka semakin tinggi 
pula pengaruh dan kekuasaan orang tersebut dalam suatu willayah.  
Kekuatan tokoh memang masih bertumpu pada ikatan primordial, 
khususnya ikatan keluarga/kerabat dan hubungan sosial seperti teman 
kerja dan sebagainya. Hal ini berdasarkan teori political Kinship yang 
penulis gunakan untuk menganalisa masalah ini. Eksistensi tokoh 
masyarakat sebagai bagian yang tak terpisahkan dari masyarakat juga 
merupakan bagian dari partisipasi politik, ternyata dapat memberikan 
kembali ruang-ruang eksistensi untuk tumbuh subur di masyarakat. Pak 
Wahab menjelaskan lebih lanjut, bahwa: 
“dalam kekerabatan ini, yang menjadi penanggungjawabnya adalah 
tokoh-tokoh yang menginput suara yang lekat kerabatnya dengan 
Fahmi-Lukman. Ambil contoh misalkan, ini misalkan ya, saya yang 
mensosialisasikan Fahmi, kalo Fahmi salah pasti dia lari ke saya. 
Mereka pasti bilang, Apa bassa di’o? misio manjollo tapi bassa dio 
kedzo na o. itu kan jadi tanggung jawab moral. Masa begitu masa 
begitu, padahal kan dia tidak kenal. Itulah sistem yang 
mempengaruhi pemenangan karena tokoh-tokoh yang 
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mempengaruhi adalah orang-orang yang berpengaruh dan 
terpandang” 
 
Kalo keluarganya, dia sudah tau persis kalo oh saya akan memilih 
pasangan ini karena saya punya hubungan dekat. Anu’u, 
mesangana’ a. faktor lain juga diantaranya karena banyak hartanya, 
banyak kebunnya. Mulai dari nenek-neneknya yang mengelolah 
tanahnya, empangnya segala macam itu relawan keluarga 
menghubungi mereka. E na mindai’i tu’u andimua, ana’mu, 
appomua. Na caloni tu’u, kan seperti itu.24 
 
Seperti juga yang dikemukakan oleh Fairuddin, mantan Kasi Budaya 
dan Kepurbakalaan Disporabudpar Majene sekaligus cucu Tokoh Agama 
K.H Daeng. Ia mengatakan : 
“pasangan nomor 1, Fahmi-Lukman juga didukung oleh unsur tokoh 
agama yang ada di Kabupaten Majene. Bahkan kedekatan Fahmi 
Massiara dengan banyak tokoh agama di Majene dikarenakan Fahmi 
masih cicit dari tokoh Besar Agama Islam di Banggae, yakni KH 
Daeng. Pada Pilkada serentak ini, kubu pasangan Fahmi-Lukman 
didukung oleh 90% suara dari tokoh agama berbagai wilayah di 
Kabupaten Majene”.25 
 
 Perjuangan yang dilakukan oleh para tim relawan keluarga Fahmi-
Lukman yang bentukannya selaku mesin politik memperlihatkan 
kegigihannya dalam memobilisasi masyarakat untuk memilih pasangan 
nomor urut 1 itu. Hal tersebut menjadikan peneliti berasumsi bahwa 
kekerabatan memang menonjol dalam pemilihan kepala daerah di 
Kabupaten Majene. Hal ini disebabkan karena kandidat dan tim 
pemenangan terkhusus kepada tim keluarga Fahmi-Lukman sebagai 
                                                        
24 Penuturan yang disampaikan oleh tim relawan pemenangan Fahmi-Lukman, 28 Februari 2016 
25 Penuturan yang disampaikan oleh salah satu tokoh agama pemenangan Fahmi-Lukman tanggal 
11 Februari 2016 
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bagian dari tim pemenangan bertanggung jawab untuk menghimpun suara 
masyarakat dengan melalui sosialisasi dan merupakan tokoh masyarakat 
yang mempunyai pengaruh besar dan terpandang baik dari segi strata 
sosial, aktivitas didalam masyarakat, dan lain sebagainya. 
Berdasarkan pengamatan, peneliti melihat bahwa masyarakat di 
Kabupaten Majene merupakan kumpulan komunitas masyarakat yang 
terbentuk atas dasar sistem kekerabatan dan paguyuban berdasarkan 
keturunan (gemeinschaft by blood). Dan yang menjadi 
pemuka  masyarakat tersebut berasal dari keluarga/kerabat kandidat 
Bupati dan Wakil Bupati terpilih 2016-2021, sehingga warga masyarakat 
seringkali menyandarkan diri dan sikapnya terhadap pemuka/tokoh 
masyarakat tersebut. Sikap ini mencerminkan adanya dominasi ketokohan 
yang berperan untuk menentukan sikap dan perilaku serta orientasi warga 
bergantung pada pemuka masyarakat tersebut. Paternalisme sikap dan 
perilaku warga masyarakat secara turun temurun dari generasi ke 
generasi berikutnya tidak pernah berubah, meskipun terdapat berbagai 
perubahan dalam kondisi sosial ekonomi, namun hal tersebut tidak 
menjadi faktor yang mempengaruhi adanya perubahan sosial budaya 
masyarakat setempat.  
Kecenderungan untuk melakukan perubahan sikap dan perilaku 
masyarakat dalam berbagai kehidupan sosial ekonomi, sosial politik 
maupun sosial budaya, terbatas pada adanya sistem ide atau gagasan 
dari pemuka masyarakat untuk memodifikasi sistem sosial dan sistem 
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budaya yang sudah mapan dalam kehidupan masyarakat disesuaikan 
dengan kondisi dan dinamika masyarakat. Faktor ini menjadi kendala bagi 
kandidat atau calon legislatif lainnya untuk menerobos masuk ke dalam 
komunitas masyarakat tersebut dalam rangka sosialisasi atau sekedar 
silaturahmi. Jika calon legislatif berhasil masuk ke dalam komunitas 
masyarakat  tersebut, maka hal tersebut hanya sebatas etika pergaulan 
masyarakat yaitu menerima setiap tamu yang bersilaturahmi, tetapi tidak 
akan mengikuti apa yang diinginkan oleh kandidat/calon legislatif yang 
bersangkutan.  
Instrument kekerabatan ternyata berlaku juga bagi kandidat lain. 
Mereka menggunakan pendekatan ini untuk meraih dukungan meskipun 
instrument ini dilakukan dengan cara kandidat dan tim sukses masing-
masing. Hal ini diperkuat dengan wawancara yang dilakukan kepada para 
pendukung yang lainnya. Seperti hasil wawancara dengan saudari Tyara, 
mengatakan bahwa : 
“Kalau saya pada pilkada 2015 kemarin, saya pilih Pak Nurdin. 
Keluarga ka Pak Nurdin. itu sebenarnya alasanku kenapa ka pilih. 
Ada ji keluarga toh”26. 
 
Berdasarkan penjelasan diatas, peneliti melihat bahwa ternyata 
bukan hanya pasangan Fahmi-Lukman yang menggunakan kekerabatan 
sebagai ujung tombak meraih dukungan. Peneliti mengambil kesimpulan 
                                                        
26 Hasil wawancara dengan masyarakat Kabupaten Majene pada tanggal 15 Februari 2016 
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bahwa, para masyarakat yang keluarganya merupakan kandidat kepala 
daerah tidak akan mungkin memberikan suaranya kepada orang lain 
apabila masih memiliki keluarga yang mencalonkan diri. Menurut peneliti, 
para masyarakat yang ada di Kabupaten Majene masih 
mengesampingkan ideologinya dalam memilih meskipun mereka 
mencoblos secara sadar dan masyarakat di Majene masih cenderung 
lebih mengedepankan ikatan emosional / ikatan primordialisme. Hal ini 
sebenarnya merupakan hal yang dapat menghambat jalannya sebuah 
demokrasi. 
Meskipun demikian, ternyata masih ada juga pemilih di Majene yang 
memilih dengan pertimbangan-pertimbangan mengenai kualitas kandidat 
dan tidak memandang kandidat tersebut berasal dari golongan yang tinggi 
ataupun rendah dalam stratifikasi sosial masyarakat. Berdasarkan hasil 
wawancara dengan sauadara Nurhidayat mengatakan bahwa : 
“Calon nomor urut satu sudah pernah menjabat di periode 
sebelumnya dan itu terbukti bahwa Ia tidak mampu untuk membawa 
Majene seperti yang kami harapkan, Kalau nomor 2 saya tidak terlalu 
karena tidak terlalu jelas dan saya tidak terlalu tahu itu kandidat. 
Kalau nomor 3, saya tidak terlalu yakin juga tetapi saya menaruh 
harapan kepada kandidat nomor urut 3 untuk membawa Majene 
kearah yang lebih baik”27. 
 
Pertimbangan-pertimbangan demikian sangat diperlukan manakala 
kita merujuk pada pengertian sistem demokrasi yang sebenarnya. 
                                                        
27 Hasil wawancara dengan masyarakat Kabupaten Majene pada tanggal 14 Februari 2016 
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Meskipun berdasarkan hasil wawancara tersebut menunjukkan bahwa 
pertimbangan pemilih terhadap kualitas personal kandidat dapat dinilai 
sebagai bentuk pengharapan semata terhadap kandidat yang mereka 
pilih. Sementara itu, untuk pemilih pemula, perilaku pemilih pemula 
memiliki karakteristik yang biasanya masih labil dan apatis, pengetahuan 
politiknya kurang, cenderung mengikuti kelompok sepermainan dan 
mereka baru belajar politik khususnya dalam pemilihan umum. 
Pengetahuan mereka terhadap pemilu tidak berbeda jauh dengan 
kelompok lainnya, yang membedakan adalah soal antusiasme dan 
preferensi. Ruang-ruang tempat di mana mereka belajar politik biasanya 
tidak jauh dari ruang yang dianggap memberikan rasa kenyamanan dalam 
diri mereka. 
 Adapun ruang-ruang tempat belajar politik tersebut diantaranya 
yaitu, pertama, ruang keluarga. Di dalam lingkungan keluarga, mereka 
belajar berdemokrasi pertama kali, faktor keluarga sangat mempengaruhi 
cara pandang mengenai seluk-beluk kehidupan yang ada di sekitarnya, 
termasuk pendidikan politik diperoleh pertama kali dari ruang keluarga. 
Keluarga mempunyai kekuatan dalam mempengaruhi secara emosional, 
sehingga faktor orang tua bisa membentuk perilaku pemilih mereka. 
Pilihan politik yang para pemilih ambil dalam pemilu bukanlah 
karena faktor kebetulan atau kebiasan melainkan menurut pemikiran dan 
pertimbangan yang logis. Ikatan emosional masyarakat tidak hanya 
didasarkan atas sistem kekerabatan semata, akan tetapi agama menjadi 
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pengikat ikatan emosional, asal daerah atau tempat tinggal, ras/suku, 
budaya, dan status sosial ekonomi, hubungan sosial dan budaya juga 
menjadi unsur penting dalam ikatan emosional komunitas masyarakat 
tertentu. Ikatan emosional tersebut menjadi pertimbangan penting bagi 
masyarakat untuk menentukan pilihannya. Seperti yang dikemukakan oleh 
informan yang lain Yuyun seorang mahasiswa, Ia mengatakan bahwa : 
“neneknya nenekku boyang pinda’dua i sama neneknya pak Fahmi. 
Jadi ada ji juga hubungan keluargaku sama itu. Jadi itu alasanku 
kenapa ku pilih. Selain itu, biasa ka juga di rumahnya pernah pas ka 
SMP, karena teman sekolahku pernah anaknya. Jadi semua 
keluargaku juga pilih nomor urut 1”28.  
 
Alasan memilih pasangan kandidat tersebut juga berbanding lurus 
dengan alasan yang dikemukakan oleh Ichwan yang mengatakan bahwa: 
“kalau  pak Fahmi itu teman kerjanya dulu bapakku di kantor sosial 
dan semua orang dirumahku juga tau beliau dan semua juga pilih ki. 
Jadi mau tidak mau harus ka pilih juga”29.  
 
Alasan yang dikemukakan oleh informan-informan di atas 
mengindikasikan bahwa keputusan seseorang untuk ikut memilih atau 
tidak memilih, ditentukan oleh kedekatan dengan kandidat yang maju 
dalam pemilihan. Makin dekat seseorang dengan kandidat tertentu makin 
besar kemungkinan seseorang terlibat dalam pemilihan. 
Berdasarkan hasil wawancara di atas, peneliti melihat bahwa ada 
kecenderungan memilih salah satu kandidat dalam pemilihan umum 
kepala daerah terbentuk oleh suatu perilaku pemilih yang telah dibentuk 
                                                        
28 Hasil wawancara terhadap masyarakat Kabupaten Majene pada 14 februari 2016 
29 Hasil wawancara terhadap masyarakat di kabupaten Majene pada 20 Februari 2016 
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dari lingkungan baik keluarga/kerabat maupun masyarakat sekitar dan 
pemikiran masyarakat sendiri sebagai pemilih. 
Preferensi memilih yang didapatkan oleh pemilih untuk memilih 
kandidat Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Majene pada Pilkada 
merupakan hasil dari informasi yang didapatkan oleh pemilih. 
Kecenderungan politik ditentukan oleh preferensi ideologis yang telah 
dibangun sejak awal. Pengaruh dari keluarga membuat seseorang 
menentukan pilihan spektrum politik.  
Antusiasme yang tinggi sementara keputusan pilihan yang belum 
bulat, sebenarnya menempatkan pemilih pemula sebagai swing voters 
yang sesungguhnya. Pilihan politik mereka belum dipengaruhi motivasi 
ideologis tertentu dan lebih didorong oleh konteks dinamika lingkungan 
politik lokal. 
Pemilih pemula mudah dipengaruhi kepentingan-kepentingan 
tertentu, terutama oleh orang terdekat seperti anggota keluarga, mulai dari 
orangtua hingga kerabat. Kondisi tersebut tampak jika merunut perilaku 
pemilih pemula pada beberapa penyelenggaraan pemilihan kepala daerah 
(pilkada) seperti pada pilkada 2015 di Kabupaten Majene. Hasil penelitian 
yang peneliti dapatkan menunjukkan bahwa orang tua adalah yang paling 
memengaruhi pilihan para pemilih pemula. Teman dan saudara juga ikut 
memengaruhi namun dengan persentase yang lebih kecil. 
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2) SOLIDITAS KELUARGA PASANGAN PEMENANG PILKADA 2015 
DI KABUPATEN MAJENE 
Kehidupan masyarakat dapat dikatakan sebagai sistem sosial oleh 
karena didalam masyarakat terdapat unsur-unsur sistem sosial. Secara 
garis besar, unsur-unsur sistem sosial dalam masyarakat adalah orang-
orang yang saling tergantung antara satu sama lainya dalam suatu 
keseluruhan. Dalam ketergantungan itu, sekumpulan manusia yang 
terintegrasi dan bersifat lebih kekal dan stabil. Selama masing-masing 
individu dalam kelompok masyarakat itu masih saling tergantung dan 
masih memiliki kesamaan dan keseimbangan perilaku, maka selama itu 
pula unsur-unsur sistem sosial menjalankan fungsinya. Sedangkan secara 
khusus dan rinci unsur sistem sosial dalam masyarakat adalah status, 
peranan dan perbedaan sosial dari individu-individu yang saling 
berhubungan dalam suatu struktur sosial30. 
Tradisi masyarakat menjalankan program dari pemerintahan pusat 
seperti Pilkada 2015 di Kabupaten Majene akan peneliti analisa 
menggunakan teori “soliditas” Emile Durkheim. Berdasarkan pengamatan 
peneliti, soliditas yang terbentuk dalam masyarakat majene tergolong 
kedalam soliditas mekanik. Secara singkat, soliditas mekanik terbentuk 
karena adanya saling kesamaan antar anggota masyarakat yang masih 
terikat satu sama lain atas dasar kesamaan emosional dan kepercayaan, 
                                                        




serta adanya komitmen moral. Selain itu, hal tersebut didasarkan pada 
kesadaran kolektif yang kuat, anggota masyarakat diharapkan mampu 
mempertahankan kesamaan. Kesamaan itu akan lebih terbentuk ketika 
ada aktor kuat yang mempengaruhi. Seperti halnya yang terjadi didalam 
proses Pilkada 2015. 
Pada pembahasan ini, peneliti akan menguraikan soliditas yang 
terbentuk dari keluarga Fahmi sebagai Bupati terpilih dan keluarga 
Lukman sebagai wakil Bupati terpilih di Kabupaten Majene. 
a. Soliditas Keluarga Fahmi Massiara 
Kecerdasan pemimpin dalam membangun tim pemenangan 
yang efektif akan sangat membantu si pemimpin untuk menyelesaikan 
pekerjaan-pekerjaan strategis yang membutuhkan konsentrasi dan 
fokus yang lebih intensif. Kemampuan pemimpin untuk menempatkan 
pribadi-pribadi yang loyal, antusias, selalu berjuang dalam motivasi 
yang tinggi, dan mau bekerja keras untuk menyelesaikan semua tugas 
dan tanggung jawab, adalah sebuah cara terefektif untuk membentuk 
sebuah tim pemenangan. 
Posisi tim seperti keluarga besar merupakan cara yang efektif 
untuk mendapat dukungan dari masyarakat. Hal tersebut juga 
menambah upayah pembangunan image dan karakter seorang calon 
pemimpin yang memiliki arti penting karena dapat mempengaruhi 
penilaian para calon pemilih, apakah sang calon pemimpin merupakan 
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orang yang tepat serta memang layak atau pantas untuk dipilih 
sebagai seorang pemimpin daerah. 
Seperti halnya dalam kemenangan Fahmi sebagai Bupati terpilih 
periode 2016-2021, keluarga kandidat juga sangat berperan penting. 
Images yang melekat sebagai keluarga daeng, merupakan sebuah nilai 
tambah yang secara tidak langsung dapat mempengaruhi perilaku 
memilih masyarakat. Pilkada Bupati dan Wakil Bupati yang berlangsung 
di Kabupaten Majene, Sulawesi Barat, ini menarik untuk dicermati 
karena hubungan keluarga / kerabatan dan pamor kandidat menjadi 
faktor yang berperan penting dalam pemilihan kepala daerah di 
Kabupaten Majene. Sebagaimana hasil wawancara dengan H. Natsir 
seorang pengusaha perdagangan ketika ditanya mengenai salah satu 
diantara ketiga kandidat yang pantas memimpin majene, menurutnya : 
“semua calon sebenarnya bagus, karena mempunyai niat dan 
tekad yang sama yakni membawa Majene ke arah yang lebih baik 
lagi. Tapi tentunya diantara ke semua pasangan tersebut ada 
terbaik yakni pasangan nomor 1 Fahmi – Lukmanlah yang paling 
pantas menahkodai Majene untuk 5 tahun kedepan. Fahmi-Lukman 
adalah sosok yang selain sederhana dan dekat dengan rakyat. 
Pasangan Fahmi – Lukman juga bersih dari berbagai isu miring 
saat menjabat sebagai Wakil Bupati dan Wakil Ketua DPRD 
Kabupaten Majene dan ini menjadi sebuah modal besar dalam 
membangun dan mewujudkan pemerintahan yang bersih di kota 
yang sama-sama kita cintai ini”31.  
 
Bercermin pada ajang pilkada yang telah bergulir didaerah lain, 
tampaknya bahwa mesin politik partai politik bukanlah satu-satunya 
penyokong kemenangan dari kandidat. Popularitas tokoh masyarakat 
                                                        
31 Hasil wawancara terhadap masyarakat Kabupaten Majene pada 11 Februari 2016 
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seringkali justru menentukan kemana pilihan dijatuhkan. Dalam hal ini, 
kualitas dan rekam jejak selama ini menjadi acuan popularitas tokoh-
tokoh yang bersaing dalam kontestasi politik lokal. 
Disisi lain, bagi tokoh masyarakat di kabupaten Majene, selain 
kualitas serta rekam jejak pemimpin selama ini, ikatan entitas dan 
kekerabatan masih sangat kental. Faktor-faktor semacam ini secara 
langsung memberi celah bagi peranan patron sebagai pengarah opini 
publik yang potensial diranah politik. Hal tersebut senada dengan yang 
dikemukakan oleh H. Natsir tentang ikatan kekerabatan dengan 
pasangan, Ia mengatakan : 
”ada hubungan emosional. Saya dengan pak Fahmi itu sepupu 
tiga kali dari mama. Desi (sepupu fahmi) adalah kemenakannya 
mama. Karena cacanya desi sepupu dua kali sama mama. Jadi 
ikatan emosional itu juga penting dalam memilih calon. Untuk apa 
memilih orang yang lain. Jelas-jelas sudah ada yang pasti ”32. 
 
Ikatan emosional tersebut menjadi pertimbangan penting bagi 
masyarakat untuk menentukan pilihannya. Ikatan primordialisme 
menjadi salah satu alasan penting dari masyarakat dalam menyikapi 
terhadap elektabilitas calon legislatif. Jika seorang kandidat memiliki 
latar belakang ikatan primordialisme yang sama dengan ikatan 
primordialisme masyarakat, maka hal tersebut menjadi alternatif pilihan 
masyarakat. Ikatan emosional tersebut menjadi pertimbangan penting 
bagi masyarakat untuk menentukan pilihannya. Tim relawan keluarga 
sangat signifikan dalam melakukan penjaringan massa didelapan 
                                                        
32 Hasil wawancara terhadap masyarakat Kabupaten Majene pada 11 Februari 2016 
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kecamatan yang ada di Kabupaten Majene sehingga makin solid dan 
confident . Menurut keterangan yang disampaikan oleh Bapak Arlin 
Aras selaku sekertaris tim relawan keluarga, bahwa : 
“tim keluarga bekerja dengan membidik simpul-simpul 
kekerabatan mulai dari kecamaatan di Banggae dan Banggae 
Timur. Hasilnya secara bertahap dapat silihat dan mulai terlihat 
solid. Kuncinya dalam merangkul tokoh yang ada di setiap wilayah 
tidak terlepas dari tiga unsur yaitu unsur struktur, kultur, dan 
normative. Untuk di dua kecamatan kota, Tim mendapati 
dukungan keluarga semakin besar jumlahnya yakni mulai dari 
Trahnya Pak Bupati Kalma, Pak AST, trahnya Haji daeng dan 
masih banyak lagi. 
 
Pada saat proses pilkada berlangsung, tingkat persaingan yang 
tinggi ada di Dapil I alias dua kecamatan kota yang padat wajib 
pilihnya. Namun demikian pasangan nomor urut 1 tetap unggul 
sekitar 40% di Kecamatan Banggae dan Banggae Timur.”33 
 
Berdasarkan pengamatan, peneliti melihat bahwa keluarga 
Fahmi begitu antusias dan solid dalam memenangkan kandidat itu. 
Preferensi memilih karena ikatan primordial begitu kental. Tokoh 
pendukung yang masih lekat kekerabatannya dengan kandidat 
merupakan tokoh yang memilih pengaruh yang kuat di Kabupaten 
majene. 
Berdasarkan berita yang dilansir oleh Media Sosialisasi Fahmi-
Lukman, pada orasi partai pengusung, ada empat partai. Yaitu 
Demokrat, golkar, PDI-P dan PKS. Ketua Golkar Majene, H. Kalma 
Katta, S.Sos, MM, dalam orasinya menyatakan bahwa Fahmi-Lukman 
                                                        
33 Penuturan yang disampaikan oleh sekertaris tim relawan keluarga Fahmi-Lukman (Bupati dan 
Wakil terpilih periode 2016-2021) pada tanggal 11 Februari 2016 
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adalah pasangan yang sangat dia kenal karena keduanya merupakan 
kader yang dididik oleh ketua Golkar,  
“Kalau Pak Fahmi adalah kader saya di bidang birokrasi dan 
Pak Lukman kader saya di Bidang Politik. Keduanya Saya 
Kenal baik dan layak menjadi pemimpin Majene lima tahun 
kedepan”. Dengan demikian, semua yang hadir di deklarasi ini 
harus saling bekerjasama dan bersatu pada pertarungan 
Pilkada Serentak tahun 2015. Pasangan Fahmi-Lukman adalah 
sosok yang tepat memimpin Majene kedepan karena keduanya 
sudah dibekali dengan pengalaman yang matang di bidangnya 
masing-masing. 
 
Pasangan Fahmi-Lukman merupakan pasangan yang paling 
awal mendeklarasikan diri. Hal tersebut menandakan bahwa 
pasangan Fahmi-lukman yang diusung 4 partai penuh dengan 
kebersamaan dan persatuan yang kuat sehingga mudah 
mendeklarasikan dirinya.34 
 
 Berdasarkan keterangan tersebut, mengindikasikan bahwa soliditas 
dari keluarga Fahmi sangat solid. Dengan didukung 4 partai besar dan 
kemudian didukung oleh tokoh-tokoh besar yang tidak lain masih masih 
memiliki kekerabatan dengan pasangan. 
 
b. Soliditas Keluarga Lukman 
Pemilu dalam sistem demokratis membutuhkan tim pemenangan 
untuk memenangkan kandidat yang bertarung. Membangun sebuah tim 
pemenangan yang efektif memberikan harapan besar untuk 
membuahkan kebahagiaan berupa kemenangan yang diidam-idamkan. 
Melihat lebih seksama kontestasi politik lokal dalam pilkada Bupati 
dan Wakil Bupati yang berlangsung di Kabupaten Majene, tokoh 
                                                        
34 Keterangan yang disampaikan oleh Ketua Golkar Kabupaten Majene (Bupati Majene periode 
2011-2016. Media Sosial Fahmi-Lukman Nomor 1 tahun 2015) pada tanggal 11 Februari 2016 
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masyarakat masih lebih cenderung dipengaruhi oleh ikatan-ikatan 
primordialnya. Ikatan primordial masih seringkali dijadikan alasan oleh 
pemilih untuk memilih kandidat yang tengah bertarung dalam pilkada. 
Pilihan politik yang para pemilih ambil dalam pemilu bukanlah 
karena faktor kebetulan atau kebiasan melainkan menurut pemikiran 
dan pertimbangan yang logis. Ikatan emosional masyarakat tidak hanya 
didasarkan atas sistem kekerabatan semata, akan tetapi agama 
menjadi pengikat ikatan emosional, asal daerah atau tempat tinggal, 
ras/suku, budaya, dan status sosial ekonomi, hubungan sosial dan 
budaya juga menjadi unsur penting dalam ikatan emosional komunitas 
masyarakat tertentu. Seperti halnya penuturan oleh salah satu 
informan, Manfalutfi seorang mahasiswa. Ia mengatakan bahwa:  
“Saya memilih nomor urut 1 karena  wakil Bupati terpilih Pak Lukman 
saya kenal dan punya ikatan kerabat. Pak Lukman merupakan juga 
teman Bapak saya. Mereka berdua juga pernah bekerja di Dewan 
yang sama. Dari kecil hingga besar Pak Lukman saya sudah kenal 
sama dia”35. 
 
Ikatan primordialisme menjadi salah satu alasan penting dari 
masyarakat dalam menyikapi terhadap elektabilitas calon legislatif. Jika 
seorang kandidat memiliki latar belakang ikatan primordialisme yang 
sama dengan ikatan primordialisme masyarakat, maka hal tersebut 
menjadi alternatif pilihan masyarakat. Ikatan emosional tersebut 
menjadi pertimbangan penting bagi masyarakat untuk menentukan 
                                                        
35 Hasil wawancara terhadap masyarakat di kabupaten Majene pada 20 Februari 2016 
81 
 
pilihannya. Ikatan emosional masyarakat tidak hanya didasarkan atas 
sistem kekerabatan semata, akan tetapi agama menjadi pengikat ikatan 
emosional, asal daerah atau tempat tinggal, ras/suku, budaya, dan 
status sosial ekonomi, sosial budaya ternyata juga menjadi unsur 
penting dalam ikatan emosional komunitas masyarakat di Kabupaten 
Majene. 
Selain dari ikatan primordial atau kekerabatan yang 
mempengaruhi pemilih, motivasi pemilih primordial, juga dipengaruhi 
oleh beberapa pengaruh dari tokoh masyarakat yang dianggap sebagai 
tetua di wilayah daerah, hal ini biasanya tokoh masyarakat yang 
menjadi kerabat dari calon akan menggunakan pengaruhnya untuk 
memenangkan salah satu calon. Seperti keterangan yang disampaikan 
oleh bapak Arlin Aras, bahwa : 
“didua kecamatan yang padat wajib ternyata Pak lukman banyak 
keluarganya didaerah Binanga dan sekitarnya sehingga menambah 
banyak deretan nama yang tergabung mendukung pasangan 
nomor 1. 
Untuk Dapil II, wilayah kecamatan Pamboang, Sendana, 
Tammerodo, dan Tubo, penjaringan suara pasangan nomor urut 1 
Fahmi-Lukman juga mengalami kemajuan. Pada Dapil II, dukungan 
pasangan nomor urut 1 terus bergulir, karena mesin politik bergerak 
serta para tokoh, yakni Wakil Bupati terpilih, Legislator Fita Katta, 
Basri Malilingan, dan legislator lainnya telah mendukung penuh 
pasangan itu”.36 
 
Secara keseluruhan, kemenangan yang didapat juga tidak terlepas 
dari dukungan yang diberikan oleh tim keluarga maupun tim koalisi. Hal itu 
                                                        
36 Penuturan yang disampaikan oleh sekertaris tim relawan keluarga Fahmi-Lukman (Bupati dan 
Wakil terpilih periode 2016-2021) pada tanggal 11 Februari 2016 
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juga berdasarkan keterangan yang disampaikan oleh Bapak Drs. Abdul 
Wahab selaku tim relawan kemenangan Fahmi-Lukman, mengatakan 
bahwa: 
“sosialisasi Fahmi-Lukman terhadap kelompok masyarakat sudah 
berlangsung sejak satu setengah tahun yang lalu dengan bergerak 
sendiri non Tim Koalisi dan non Tim relawan keluarga, hal inilah 
yang menjadikan pasangan Fahmi-Lukman menang selangkah 
dibanding kandidat yang lain. Banyaknya dukungan tim-tim relawan 
mendukung pasangan nomor urut 1 Fahmi-Lukman mulai dari Tim 
Koalisi, Tim keluarga, Tim relawan FM, SDK Community, AST 
Community, Alur SUFI (Sukarelawan Fahmi yang anggotanya dari 
tokoh agama), Srikandi Merah Putih, HAS community, Gerakan 
Rakyat Memilih pimpinan Kalma Katta, Komando Relawan Fahmi 
yang terdiri dari para anggota wirapurnawan, BKMT, Organisasi 
Wanita, Bukit 28, Permata (Persatuan Rakyat Turatea, Warisan 
Rakyat dan kelompok Pengajian Anang Guru Ilham Saleh. Tim 
relawan ini semakin bertambah jumlahnya sehingga sangat efektif 
sebagai ujung tombak dilapangan”37 
 
Menurut peneliti bahwa wilayah pemenangan pasangan calon itu 
adalah kantong pemilihan dengan konfigurasi kekerabatan dan kedekatan 
dengan pasangan calon dan tim pendukung. Untuk SDK, SDK community 
merupakan salah satu Tim Relawan dibawah bendera nama besar Bupati 
Mamuju Suhardi Duka yang keberadaannya di majene turut andil 
membantu penetrasi perolehan suara pasangan nomor urut 1 Fahmi-
Lukman. Menurut coordinator SDK Community, Kabupaten Majene, 
Syamsuddin, menyatakan bahwa : 
“SDK Community di Kabupaten majene telah bekerja secara 
bertahap mulai dari tingkat Kabupaten hingga lingkungan. Hal 
tersebut terbukti dengan komposisi pengurus di Kabupaten sebanyak 
12 orang, Tingkat Kecamatan 12 orang, Tingkat Desa dan Kelurahan 
terdiri dari 5 orang per desa-Kelurahan, serta pengurus tingkat 
                                                        
37 Penuturan yang disampaikan oleh tim relawan pemenangan Fahmi-Lukman, 28 Februari 2016 
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lingkungan terdiri dari 6 orang. Jadi komposisi kepengurusan SDK 
Community di majene sudah berjalan dengan lancar dan sekarang 
terus bekerja untuk peningkatan penetrasi suara pasangan nomor 1 
fahmi-Lukman hingga hari H di Bulan Desember”38 
  
Tim Relawan Keluarga Fahmi-Lukman tersebut sangat signifikan 
dalam melakukan penjaringan massa di kecamatan-kecamatan yang ada 
di Kabupaten Majene. Komposisi tersebut memperlihatkan bahwa 
pasangan Fahmi-Lukman mutlak memenangkan pilkada 2015 di 














                                                        





 Pada bab ini peneliti akan menjelaskan secara rinci hasil dari 
penelitian yang berupa kesimpulan atas permasalahan yang di teliti dan 
dipaparkan sebelumnya, bergandengan dengan saran yang diberikan 
terhadap objek penelitian. Materi, tersebut akan dipaparkan sebagai 
berikut. 
A. KESIMPULAN 
Berdasarkan pembahasan dan hasil penelitian mengenai sistem 
kekerabatan dalam penentuan pilihan pada pilkada 2015 di Kabupaten 
Majene, maka peneliti menyimpulkan bahwa : 
1. Sistem kekerabatan di Mandar sangat berpengaruh dalam 
penentuan pilihan calon Bupati dan Wakil Bupati pada Pilkada 2015 
di Kabupaten Majene. Sistem kekerabatan di Mandar berdasarkan 
pelapisan sosial ada 3, yaitu golongan Bangsawan yang terdiri dari 
golongan Bangsawan raja dan bangsawan adat, golongan to 
Maradeka (orang biasa), dan golongan Batua (Budak) dari tiga 
strata pelapisan sosial tersebut yang paling berpengaruh dan juga 
menduduki posisi terhormat dalam masyarakat adalah golongan 
bangsawan. Selaini itu preferensi masyarakat pemilih ternyata 
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masih didasarkan pada faktor primordialisme atau faktor 
kekerabatan. 
2. Soliditas keluarga fahmi dan keluarga Lukman sangat tinggi untuk 
mendukung pasangan Fahmi-Lukman. Soliditas keluarga itu 
terbukti mempengaruhi banyak pemilih diluar keluarganya. Hal 
tersebut terlihat dari tokoh masyarakat yang menjadi kerabat dari 
Bupati dan Wakil Bupati terpilih di kabupaten Majene yang 
menggunakan pengaruhnya untuk memenangkan pasangan 
Fahmi-Lukman pada pilkada 2015. Soliditas keluarga Fahmi dapat 
terlihat dari besarnya dukungan yang diberikan oleh keluarga 
Fahmi itu sendiri. Keluarga Fahmi sendiri merupakan tokoh yang 
mempunyai pengaruh yang besar di Kabupaten Majene. Selain itu  
soliditas keluarga  Lukman juga tidak kalah solid. Terbukti dengan 
sebaran sosialisasi yang dilakukan oleh keluarga besarnya sebagai 
tim pemenangan dan juga merupakan orang terpandang ke 
masyarakat luas. Jika dibandingkan kesolidan yang diperlihatkan 
sepasang kandidat itu, maka yang paling solid dan mempunyai 
pengaruh yang kuat adalah keluarga dari Fahmi massiara 
meskipun keduanya saling melengkapi antara satu dengan yang 
lainnya. Dengan komposisi soliditas itu, pasangan Fahmi-Lukman 






 Berdasarkan hasil penelitian dapat disarankan bahwa : 
1) Perlunya rekonstruksi pada sistem pemerintahan dalam 
penerapan demokrasi belum maksimal adanya. Masyarakat 
cenderung pragmatis dalam memilih pemimpinnya tanpa melihat 
kompetensi yang dimiliki oleh para calon Bupati. Selain itu, 
sistem UU Pilkada perlu penyempurnaan dimana seorang 
pemimpin masih aktif maka tidak diperbolehkan mengusung 
calon Bupati dari kerabat dekat. 
2) Selama ini, tingkat pengenalan pemilih terhadap calon sangat 
rendah dan hanya mengenal nama dan informasi umum saja. 
Oleh karena itu, perlu adanya pengenalan terhadap calon yang 
lebih seragam mengenai track record setiap calon yang 
diumumkan di ruang-ruang publik yang difasilitasi oleh 
penyelenggara. Jangan hanya melihat dari background keluarga 
kandidat dan siapa tokoh dibaliknya, tetapi perlu dilihat 
kemampuan yang dimiliki oleh kandidat itu. Sehingga peluang 
masyarakat untuk mendapatkan alternative argumentasi memilih 
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a. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) 
 Kecamatan Banggae 
Laki-laki = 12.664 
Perempuan = 13.326 
Jumlah  = 25.990 
 Kecamatan Banggae Timur 
Laki-laki = 9.387 
Perempuan = 10.177 
Jumlah  = 19.564 
 Kecamatan Malunda 
Laki-laki = 6.003 
Perempuan  = 6.105 
Jumlah  =12.108 
 Kecamatan Pamboang 
Laki-laki = 7.259 
Perempuan = 7.724 
Jumlah  = 14.983 
 Kecamatan Sendana 
Laki-laki = 7.267 
Perempuan = 7.701 
Jumlah  = 14.967 
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 Kecamatan Tammerodo Sendana 
Laki-laki = 3.923 
Perempuan = 4.040 
Jumlah  = 7.963 
 Kecamatan Tubo Sendana 
Laki-laki = 2.955 
Perempuan = 3.092 
Jumlah  = 6.047 
 Kecamatan Ulumanda 
Laki-laki = 2.886 
Perempuan = 2.955 
Jumlah  = 5.841 
b. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap Tambahan-1 
(DPTb-1) 
 Kecamatan Banggae 
Laki-laki  = 35 
Perempuan = 29 
Jumlah  = 64 
 Kecamatan Banggae Timur 
Laki-laki  = 51 
Perempuan = 61 
Jumlah  = 112 
 Kecamatan Malunda 
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Laki-laki  = 15 
Perempuan  = 15 
Jumlah  = 30 
 Kecamatan Pamboang 
Laki-laki  = 28 
Perempuan = 24 
Jumlah  = 52 
 Kecamatan Sendana 
Laki-laki  = 18 
Perempuan = 16 
Jumlah  = 34 
 Kecamatan Tammerodo Sendana 
Laki-laki  = 16 
Perempuan = 13 
Jumlah  = 29 
 Kecamatan Tubo Sendana 
Laki-laki  = 6 
Perempuan = 13 
Jumlah  = 19 
 Kecamatan Ulumanda 
Laki-laki  = 14 
Perempuan = 17 
Jumlah  = 31 
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c. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap Pindahan (DPPh) 
 Kecamatan Banggae 
Laki-laki  = 19 
Perempuan = 12 
Jumlah  = 31 
 Kecamatan Banggae Timur 
Laki-laki  = 8 
Perempuan = 8 
Jumlah  = 16 
 Kecamatan Malunda 
Laki-laki  = 13 
Perempuan  = 8 
Jumlah  = 21 
 Kecamatan Pamboang 
Laki-laki  = 7 
Perempuan = 6 
Jumlah  = 13 
 Kecamatan Sendana 
Laki-laki  = 17 
Perempuan = 13 
Jumlah  = 20 
 Kecamatan Tammerodo Sendana 
Laki-laki  = 11 
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Perempuan = 9 
Jumlah  = 20 
 Kecamatan Tubo Sendana 
Laki-laki  = 2 
Perempuan = 2 
Jumlah  = 4 
 Kecamatan Ulumanda 
Laki-laki  = 34 
Perempuan = 19 
Jumlah  = 53 
d. Pemilih Daftar Pemilih Tambahan-2 (DPTb-2)/ pengguna KTP 
atau identitas kependudukan lainnya 
 Kecamatan Banggae 
Laki-laki  = 208 
Perempuan = 223 
Jumlah  = 431 
 Kecamatan Banggae Timur 
Laki-laki  = 286 
Perempuan = 357 
Jumlah  = 643 
 Kecamatan Malunda 
Laki-laki  = 48 
Perempuan  = 72 
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Jumlah  = 120 
 Kecamatan Pamboang 
Laki-laki  = 103 
Perempuan = 93 
Jumlah  = 196 
 Kecamatan Sendana 
Laki-laki  = 97 
Perempuan = 107 
Jumlah  = 204 
 Kecamatan Tammerodo Sendana 
Laki-laki  = 20 
Perempuan = 38 
Jumlah  = 58 
 Kecamatan Tubo Sendana 
Laki-laki  = 20 
Perempuan = 23 
Jumlah  = 43 
 Kecamatan Ulumanda 
Laki-laki  = 57 
Perempuan = 60 
Jumlah  = 117 
e. Jumlah Pemilih (1+2+3+4) 
 Kecamatan Banggae 
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Laki-laki  = 12.926 
Perempuan = 13.590 
Jumlah  = 26.516 
 Kecamatan Banggae Timur 
Laki-laki  = 9.732 
Perempuan = 10.603 
Jumlah  = 20.335 
 Kecamatan Malunda 
Laki-laki  = 6.073 
Perempuan  = 6.200 
Jumlah  = 12.273 
 Kecamatan Pamboang 
Laki-laki  = 7.397 
Perempuan = 7.847 
Jumlah  = 15.244 
 Kecamatan Sendana 
Laki-laki  = 7.399 
Perempuan = 7.837 
Jumlah  = 15.236 
 Kecamatan Tammerodo Sendana 
Laki-laki  = 3.970 
Perempuan = 4.100 
Jumlah  = 8.070 
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 Kecamatan Tubo Sendana 
Laki-laki  = 2.983 
Perempuan = 3.130 
Jumlah  = 6.113 
 Kecamatan Ulumanda 
Laki-laki  = 2.991 
Perempuan = 3.051 
Jumlah  = 6.042 
Berdasarkan data datas, maka pemilih secara keseluruhan di 8 
kecamatan yang terdiri dari Banggae, Banggae Timur, Malunda, 
Pamboang, Sendana, Tammerodo Sendana, Tubo Sendana, dan 
Ulumanda di Kabupaten Majene berjumlah 109.835 pemilih. 
 
4. Pengguna Hak Pilih 
 Kecamatan Banggae 
Laki-laki  = 10.902 
Perempuan = 12.017 
Jumlah  = 22.919 
 Kecamatan Banggae Timur 
Laki-laki  = 7.807 
Perempuan = 9.161 
Jumlah  = 16.968 
 Kecamatan Malunda 
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Laki-laki  = 4.743 
Perempuan  = 5.006 
Jumlah  = 9.749 
 Kecamatan Pamboang 
Laki-laki  = 5.479 
Perempuan = 6.625 
Jumlah  = 12.104 
 Kecamatan Sendana 
Laki-laki  = 5.812 
Perempuan = 6.833 
Jumlah  = 12.645 
 Kecamatan Tammerodo Sendana 
Laki-laki  = 3.123 
Perempuan = 3.531 
Jumlah  = 6.654 
 Kecamatan Tubo Sendana 
Laki-laki  = 2.321 
Perempuan = 2.674 
Jumlah  = 4.995 
 Kecamatan Ulumanda 
Laki-laki  = 2.400 
Perempuan = 2.568 
Jumlah  = 4.968 
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Berdasarkan data tersebut, jumlah seluruh pengguna Hak Pilih 
secara keseluruhan di 8 kecamatan yang terdiri dari Banggae, Banggae 
Timur, Malunda, Pamboang, Sendana, Tammerodo Sendana, Tubo 
Sendana, dan Ulumanda di Kabupaten Majene berjumlah 91.002 pemilih. 
 
 
